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P U T U S A N
                                   NOMOR  :  

81/G/2009 /PTUN- JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan   sengke ta  Tata  Usaha  Negara  pada  

Perad i l an  t i ngka t  per tama,  yang  dipe r i k sa  dengan  Acara  

Pemer iksaan  Biasa  te lah  menja tuhkan  Putusan  seper t i  

te rsebu t  d ibawah in i  ,  da lam perkara  anta ra  :

Drs.  ACHYAR RUSLI ,  Ak.  MA.,  Warga  Negara  Indones ia ,  

peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  ber tempat  

t i ngga l  d i  Ja lan  Murs i r i n  I / 20  A RT.10  RW.02 

Kelu rahan  Kedoya  Sela tan ,  Jakar ta  Bara t  

11520,  se lan ju t n ya  disebu t  sebaga i  ………………….. 

PENGGUGAT;

M E L A W A N

MENTERI  KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  berkedudukan  di  Ja lan  

Dr.  Wahid in  Raya  Jakar ta ,  da lam  hal  in i  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus   Nomor  :  SKU-

110/MK/2009  te r t angga l  8  Jun i   2009,  

member ikan  kuasa  kepada  :

1. INDRA  SURYA,  SH. ,  

LL.M.

Kepala  Bi ro  Bantuan  Hukum,  Depar temen  

Keuangan 

2. HANA S.J .  KARTIKA,  SH.  

LL.  M.

Kepala  Bagian  Bantuan  Hukum I I I  pada  Bi ro  

Bantuan  Hukum Depar temen Keuangan.  

3. TATYO  MEIRIANTO,  SH.  

Halaman  1 dar i  58  ha l aman  Putu s an   Nomor  :  81 /G/2009 / PTUN- JKT.

Disclaimer
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M.Hum.

Kepala  Subbag ian  Bantuan  Hukum I I I  B pada  

Bi ro  Bantuan  Hukum Depar temen Keuangan.

4. BUDI  SETIABUDI ,  SH. ,  

S.Sos. ,  M.E.  

Kepala  Subbag ian  Bantuan  Hukum I I I  A pada  

Bi ro  Bantuan  Hukum Depar temen Keuangan.

5. PANGIHUTAN  SIAGIAN,  

SH.

Kepala  Subbag ian  Bantuan  Hukum I I I  C pada  

Bi ro  Bantuan  Hukum Depar temen Keuangan.

6. M. GAUSS SITOMPUL,  SH.  

Kepala  Subbag ian  Bantuan  Hukum I I I  d  pada  

Bi ro  Bantuan  Hukum Depar temen Keuangan.

7. DWI  SUSIANTO GUNTORO, 

SH.

Penanganan  Perkara  Tingka t  I I  pada  Bi ro  

Bantuan  Hukum Depar temen Keuangan.

8. DEWI SRI ,  SH.

Penanganan  Perkara  Tingka t  I I  pada  Bi ro  

Bantuan  Hukum Depar temen Keuangan.

9. ADIMAS ARYO N.  K.  P,  SH.

Pelaksana  pada  Bi ro  Bantuan  Hukum 

Depar temen Keuangan.

10. CALVINUS WIJAKSONO NABABAN, SH.

Pelaksana  pada  Bi ro  Bantuan  Hukum 

Depar temen Keuangan.

11. HANDY TRINOVA,  SH.

Pelaksana  pada  Bi ro  Bantuan  Hukum 

Depar temen Keuangan.

12. PRISKILA SURA L.A,  SH.

Pelaksana  pada  Bi ro  Bantuan  Hukum 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Depar temen Keuangan.

Kesemuanya  mengambi l  domis i l i  hukum di  kanto r  

Bi ro  Bantuan  Hukum  Depar temen  Keuangan  

Republ i k  Indones ia  berkedudukan  di  Gedung 

Djuanda  I  Depar temen  Keuangan  Lanta i  15,  Ja lan  

Dr.  Wahid in  Raya  No.1  Jakar t a  Pusat ,  

se lan ju t nya  disebu t  sebaga i   …………………….. 

TERGUGAT;

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  te r sebu t  :

- Telah  membaca Sura t  Gugatan  Penggugat  te r t angga l  11 Apr i l  

2009,  yang  dida f t a r kan  di  Kepani t e r aan  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar ta  pada  tangga l  13  Mei  2009  dibawah  

Regis te r  Perkara  Nomor  :  81/G/2009 /PTUN- JKT.  dan  te lah  

dipe rba i k i  pada  tahap  pemer iksaan  pers i apan  tangga l  2 

Jun i  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a   Nomor  :  81/PEN- DIS/2009 /  PTUN-JKT 

tangga l  20  Mei  2009,  bahwa  perkara  te rsebu t  lo l os  

dismissa l  berdasarkan  pasa l  62  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun 

1986; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  Nomor  :  81/PEN/2009 /PTUN- JKT tangga l  20  

Mei  2009,  ten tang  Penunjukan  susunan  Maje l i s  Hakim 

yang  memer iksa  dan memutus  perkara  in i ;  - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim Pengad i l an  

Tata  Usaha Negara  Jakar ta  Nomor  :  81/PEN- HS/2008/PTUN-

JKT,  te r t angga l  25  Mei  2009  ten tang  Penetapan  Har i  

Halaman  3 dar i  58  ha l aman  Putu s an   Nomor  :  81 /G/2009 / PTUN- JKT.

Disclaimer
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Sidang  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  perkara  yang  

bersangku tan ; - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca dan  memer iksa  bukt i - bukt i  te r t u l i s  yang  

dia jukan  oleh  para  p ihak  yang  berperka ra  

dipe rs i dangan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  mendengar  kete rangan  para  pihak  yang  berperka ra  

dan  mendengar  kete rangan  saks i  yang  dia j ukan  oleh  

pihak  Penggugat  dipe rs i dangan ;  - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Pers iapan  dan  

Ber i t a  Acara  Pers idangan  da lam  perkara  te rsebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa dalam sura t  gugatannya  te r t angga l  11 Apr i l  2009  

yang  dida f t a r kan  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta  pada  tangga l  13  Mei  2009  dibawah  Regis te r  

Perkara  Nomor  :  81/G/2009 /PTUN- JKT.  dan  te l ah  dipe rba i k i  

pada  tahap  pemer iksaan  pers i apan  tangga l  2  Jun i  2009,  

Penggugat  mengemukakan  hal - ha l  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa  Penggugat  sebaga i  pemangku  Jabatan  fungs iona l  

Widya iswara  Utama,  Pangkat  Pembina  Utama,  go longan  

ruang  IV /e ,  te l ah  mener ima  Sal inan  Keputusan  Menter i  

Keuangan  R. I ,  Nomor  :  113/KMK.01/UP.11  2009  

te r t angga l  1  Apr i l  2009  ten tang  Pembebasan  Sementara  

Penggugat ,  dar i  jaba tan  fungs iona l  Widya iswara  Utama,  

pada  Bala i  Dik la t  Keuangan  I I  Palembang,  Badan 

Pendid i kan  dan  Pela t i han  Keuangan  te rh i t u ng  mula i  

tangga l  1  Oktober   2008,  Sura t  Keputusan  Tergugat  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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dimaksud  sebaga i  obyek  sengketa  te l ah  memenuhi  

kr i t e r i a  konkr i t ,  langsung  mengurang i  dan  atau  

merug ikan  hak- hak  Penggugat  atas  penghas i l an  yang  

berka i t an  dengan  jaba tan  fungs iona l  Widya iswara  Utama,  

ind i v i d ua l  te rhadap  Penggugat  dan  f i na l  karena  t i dak  

ada  upaya  hukum  band ing  admin is t r a s i  ataupun  

kebera tan ,  o leh  karenanya ,  memenuhi  syara t  sebaga i  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  untuk  d iguga t  d i  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara ;  - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Keputusan  Tergugat  mengak iba t kan  biaya- biaya  

yang  t i dak  te rduga  yang  t i dak  seharusnya  dike lua r kan  

oleh  Penggugat ;  Biaya  t ranspor t   Palembang- Jakar t a  

pu lang  perg i  dan  biaya  akomodas i  dan  la i n - la i n ;  

- - - - - - - -

3. Bahwa  Keputusan  Tergugat ;  ber ten tangan  dengan  

dan/a tau ,  t i dak  mengindahkan  dan/a tau ;  d ibua t  d i  lua r  

kewenangan  Terguga t  berdasarkan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku ,  yang  dike tahu i  Tergugat  

sebaga imana  dican tumkan  dalam  kons ide ran  “Meng inga t ”  

Keputusan  yang  menjad i  obyek  sengketa ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  menuru t  keten tuan  perundang- undangan  yang  

ber l aku ,  keputusan  pemberhent i an  dan/a tau  pembebasan  

dar i  jaba tan  te rhadap  Pegawai  Neger i  Sip i l  pemangku  

jaba tan  fungs iona l  Jen jang  Utama adalah  Pres iden  R. I  

yang  t i dak  di l impahkan  dan/a tau  dide legas i kan  kepada  

pejaba t  la i n ;

3.1 Bahwa  menuru t  Undang- Undang  R. I .   Nomor  43  Tahun  

1999  ten tang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  8 

ten tang  Pokok- Pokok  Kepegawaian ;  pasa l  25  ayat  (1 ) :  

Halaman  5 dar i  58  ha l aman  Putu s an   Nomor  :  81 /G/2009 / PTUN- JKT.
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pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  d i l akukan  oleh  

Pres iden ;  pasa l  25  ayat  (2 , )  untuk  ke lancaran  

pelaksanaan  pemberhent i an  te rsebu t  Pres iden  dapat  

mendelegas i kan  sebag ian  wewenangnya  kepada  pejaba t  

pembinaan  kepegawaian  pusat ;  pasa l  25  ayat  (3 ) ,  

pemberhent i an  Jaksa  Agung,  Pimpinan  Lembaga 

Pemer in tahan  Non  Depar temen,  Sekre ta r i s  Jendera l  

Lembaga Ter t i ngg i / T i ngg i  Negara ,  Sekre ta r i s  Jendera l  

Depar temen,  Di rek tu r  Jendera l ,  Inspek tu r  Jendera l  

dan  jaba tan  set i ngka t  d i te t apkan  oleh  Pres iden ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.2 Bahwa  menuru t  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  9  tahun  

2003  ten tang  Wewenang  Pengangkatan  Pemindahan  dan  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  mengatur ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

3.2 .1 pasa l  11 ,  Pres iden  menetapkan  pemberhent i an  

Pegawai  Neger i  Sip i l  da lam  dan  dar i  jaba tan  

st ruk tu r a l  ese lon  I ,  jaba tan  fungs iona l  Jen jang  

Utama;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

3.2 .2 pasa l  12  ayat  (1 ) ,  Pejaba t  Pembina  Kepegawaian  

Pusat  menetapkan  pemberhent i an  Pegawai  Neger i  

Sip i l  Pusat  da lam l i ngkungannya  dalam dan  dar i  

jaba tan  st ruk tu r a l  ese lon  I I  ke  bawah  atau  

jaba tan  fungs iona l  yang  jen jangnya  set i ngka t  

dengan  i t u ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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3.2 .3 pasa l  1  but i r  4,  Pejaba t  Pembina  Kepegawaian  

Pusat  anta ra  la i n  ada lah  Menter i ,  Jaksa  Agung 

dan la i n - la i n ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.2 .4 Pasa l  24 dan  pen je l asannya ,  pemberhent i an  

dan/a tau  pembebasan  sementara  Pegawai  Neger i  

Sip i l  (PNS)   dar i  jaba tan  neger i  d isebabkan  PNS 

yang  bersangku tan  d ikenakan  penahanan  oleh  

pihak  yang  berwaj i b  karena  disangka  te l ah  

melakukan  t i ndak  pidana ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

3.3 Bahwa menuru t  Keputusan  Pres iden  Republ i k  Indones ia  

Nomor  87  Tahun  1999  ten tang  Rumpun  Jabatan  

Fungs iona l  Pegawai  Neger i  Sip i l ;  pasa l  5  but i r  2,  

jaba tan  fungs iona l  Jen jang  Utama adalah  kepangka tan  

dar i  Pembina  Utama Madya,  go longan  ruang  IV /d  sampai  

dengan  Pembina  Utama,  go longan  ruang  IV /e ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.4 Bahwa  Pera tu ran  Menter i  Pendayagunaan  Apara tu r  

Negara  Nomor:  Per /66 /M.PAN/6 /2005 ,  tangga l  9  Jun i  

2005  ten tang  Jabatan  Fungs iona l  Widya iswara  dan  

Angka  Kred i t nya ;  pasa l  21  mengatur ,  Pejaba t  yang  

berwenang  mengangkat  dan  memberhent i kan  dalam  dan  

dar i  jaba tan  Widya iswara  ada lah  pejaba t  yang  

berwenang  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber laku ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.5 Bahwa Pera tu ran  Bersama Kepala  Lembaga Admin is t r a s i  

Negara  dan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  7 

Tahun  2005  dan  Nomor  17  Tahun  2005,  tangga l  20  

September  2005  ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  Jabatan  

Fungs iona l  Widya iswara  dan  Angka  Kred i t nya ;  pasa l  
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12  mengatu r ,  pembebasan  sementara  dan  pemberhent i an  

dalam dan  dar i  jaba tan  Widya iswara ,  d i te t apkan  oleh  

pejaba t  yang  berwenang  sesua i  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku . . . ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  kut i pan - kut i pan  dan/a tau  ura ian - ura ian  

di  atas  je l as  dan  tegas  bahwa;  Tergugat  t i dak  

berwenang  untuk  memberhent i kan  dan/a tau  membebaskan  

Pegawai  Neger i  Sip i l  pemangku  jaba tan  fungs iona l  

Jen jang  Utama/Widyaswara  Utama  dar i  dan  dalam 

jaba tannya ;  Terguga t  sebaga i  Pejaba t  Pembina  

Kepegawaian  Pusat  hanya  berwenang  untuk  menetapkan  

pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  Pusat  da lam 

l i ngkungannya  dar i  dan  dalam  jaba tan  st ruk tu r a l  

ese lon  I I  ke  bawah  atau  jaba tan  fungs iona l  yang  

jen jangnya  set i ngka t  dengan  i t u ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.6 Bahwa,  bukt i  la i n  yang  menunjukkan  bahwa  Tergugat  

te l ah  ke l i r u  melakukan  perbua tannya  dalam 

pengambi l an  Keputusan  yang  menjad i  obyek  sengketa ;  

Keputusan  Pres iden  Republ i k  Indones ia  Nomor  84/M 

Tahun  2008,  tangga l  8 Agustus  2008,  yang  memutuskan  

dan  menetapkan  pada  dik t um  PERTAMA,  Pembebasan  

sementara  dar i  jaba tan :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.6 .1 Nomor  1  s.d  2;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
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3.6 .2 Nomor  3;  Sdr . .D rs .Suka rd i  Adisu ryo ,  M.T,  NIP 

100003933,  Pembina  Utama  ( IV /e ) ,  sebaga i  

Widya iswara  Utama pada  Pusat  Pendid i kan  Minyak  

dan Gas Bumi ,  Depar temen Energ i  dan Sumber  Daya 

Minera l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

3.7 .3    dan  sete rusnya  sampai  dengan  16;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3.7 Bahwa berdasarkan  ura ian  dan/a tau  alasan- alasan  di  

atas ,  je l as :

3.7 .1 Pembebasan  Penggugat  dar i  jaba tan  fungs iona l  

Jen jang  Utama/Widya i swara  Utama  yang  

dipangkunya  adalah  wewenang dan/a tau  di te t apkan  

dengan  Keputusan  Pres iden  Republ i k  Indones ia ,  

bukan  dengan  Keputusan  Tergugat  yang  menjad i  

obyek  sengketa ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

3.7 .2 Wewenang  Tergugat  sebaga i  Pejaba t  Pembina  

Kepegawaian  Pusat   hanya  menetapkan  

pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  Pusat  da lam 

l i ngkungan  Depar temen  Keuangan  dalam  dan  dar i  

jaba tan  st ruk tu r a l  ese lon  I I  ke  bawah  atau  

jaba tan  fungs iona l  yang  jen jangnya  set i ngka t  

dengan i t u ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.7 .3 Alasan  mater i l  pemberhen t i an  dan/a tau  

pembebasan  sementara  Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS)  

dar i  jaba tan  neger i  ada lah  disebabkan  b i l a ,  PNS 

yang  bersangku tan  d ikenakan  penahanan  oleh  

pihak  yang  berwaj i b  karena  disangka  te l ah  
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melakukan  t i ndak  pidana ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -  

Berdasarkan  ura ian - ura ian  d i  atas ,  b i l a  Tergugat  

memper t imbangkan  dengan  seksama pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  dan  asas  per lakuan  sama  di  

depan  hukum,  maka Tergugat  t i dak  akan  sampai  kepada  

pengambi l an  Keputusan  yang  menjad i  obyek  sengketa ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  amar  atau  dik t um  Keputusan  Tergugat  yang:  

PERTAMA,  pembebasan  sementara  Penggugat  dar i  

jaba tannya  te rh i t ung  mula i  tangga l  1  Oktober  2008;  

KEEMPAT,  Keputusan  Terguga t  ber laku  te rh i t u ng  tangga l  

d i te t apkan ,  tangga l  1  Apr i l  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

6. Bahwa  amar  atau  d ik tum  Keputusan  te rsebu t  d i  atas  

menimbulkan  keadaan  mendesak  yang  per lu  dipu tus  dan  

dipas t i k an ,  d i t egaskan  agar  t i dak  menimbulkan  

keb imbangan/ke ragu - raguan  dan/a tau ,  ket i dak - je l asan ,  

agar  menimbulkan  kepas t i an  hukum  bagi  kepent i ngan  

Penggugat  ya i t u ,  apakah  Penggugat  harus  mengembal i kan  

penghas i l an  yang  sudah  di te r ima  dan  t i dak  akan  

mener ima  penghas i l an  yang  berka i t an  dengan  jaba tan  

atau ,  hanya  t i dak  mener ima  penghas i l an  sebaga imana  

yang  disebu t  kemudian ,  se lama  pembebasan  sementara  

dar i  jaba tan  dan/a tau ,  se lama  pemer iksaan  sengketa  

yang  dia jukan  Penggugat  ber ja l an  sampai   ada  Putusan  

Pengad i l an  yang  mempero leh  kekua tan  hukum  te tap ;  

- - - - - - - - - - - - - - -
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7. Bahwa dua  but i r  kons ide ran  atau  per t imbangan  mater i l  

keputusan  Tergugat ;  per tama,  sura t  Deput i  Bidang  

Pembinaan  Dik la t  Apara tu r  Lembaga  Negara  se laku  Ketua  

Tim  Peni l a i  Pusat ,  Nomor  15/ I / 15 / 3 . 3 / 2009  tangga l  6 

Februar i  2009  yang  menyampaikan  bahwa  Penggugat  

te rkena  pera tu ran  sementara  dar i  jaba tan  fungs iona l  

Widya iswara  karena  dalam  jangka  waktu  12  (dua  belas )  

bu lan  t i dak  dapat  memenuhi  angka  kred i t  yang  

dipe rsya ra t kan ;  kedua ,  sura t  Kepala  Badan  Pendid i kan  

dan  Pela t i han  Keuangan  mela lu i  sura t  Nomor  SR-

013/PP/2009  tangga l  15  Februar i  2009  yang  mengusu lkan  

pembebasan  sementara  Penggugat  dar i  jaba tannya  sebaga i  

Widya iswara  Utama pada  Badan  Pendid i kan  dan  Pela t i han  

Keuangan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa menuru t  pasa l  3 ayat  (5 ,6 )  Keputusan  Pres iden  RI  

Nomor  110 Tahun 2001 ten tang  Uni t  Organ isas i  dan Tugas  

ese lon  I  Lembaga Pemer in tah  Non Depar temen,  tugas  dan  

tanggung  jawab  Deput i  Bidang  Pembinaan  Pendid i kan  dan  

Pela t i han  Apara tu r  LAN,  adalah  perumusan  dan 

pelaksanaan  keb i j a kan  di  b idang  pembinaan  pend id i kan  

dan  pela t i h an  apara tu r  negara  pada  umumnya;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

9. Bahwa menuru t  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  99 Tahun 2000  

ten tang  kena ikan  pangkat  Pegawai  Neger i ;  pasa l  13 

mengatur  bahwa,  angka  kred i t  ada lah  sa lah  satu  unsur  

persya ra tan  kena ikan  pangkat  p i l i h an  set i ngka t  leb ih  

t i ngg i  bag i  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  menduduk i  

jaba tan  fungs iona l  te r t en tu ,  d isamping  dua  syara t  

la i nnya  ya i t u ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) sekurang- kurangnya  2 (dua)  tahun  dalam pangkat  

te rakh i r ;  - - - - - - - - - - - - - -

2) set i ap  unsur  pen i l a i an  pres tas i  ker j a  sekurang-

kurangnya  bern i l a i  ba ik  da lam  2  (dua)  tahun  

te rakh i r ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

10. Bahwa  pasa l  37 Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  99  Tahun  

2000  dimaksud  mengatu r ,  keten tuan  tekn i s  yang  

dipe r l u kan  untuk  pelaksanaan  Pera tu ran  Pemer in tah  in i  

– (an ta ra  la i n  angka  kred i t  – Penggugat ) ,  d ia tu r  leb ih  

lan ju t  o leh  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bahwa Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara ,  t i dak  dan/a tau  

belum  mengatu r  keten tuan  tekn i s  pe laksanaan  angka  

kred i t  d imaksud;  - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa menuru t  Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  

Nomor  16 Tahun 1994 ten tang  Jabatan  Fungs iona l  Pegawai  

Neger i  Sip i l ,  pasa l  9 dan pen je lasannya  mengatu r  Angka  

Kred i t  yang  dipaka i  sebaga i  pen i l a i an  pres tas i  ker ja ,  

merupakan  sa lah  satu  unsur  dar i  Daf ta r  Peni l a i an  

Pelaksanaan  Peker j aan  (DP3)  Pegawai  Neger i  Sip i l . . . ”  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bahwa  dalam  rangka  memenuhi  pe laksanaan  tanggung  

jawab  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  pemangku  jaba tan  

fungs iona l  widya i swara  dan  mematuh i  sura t  Sekre ta r i s  

Badan  Pendid i kan  dan  Pela t i han  Keuangan  Nomor  S-

803/PP.1 /2007  tangga l  2  Nopember  2007,  ten tang  Daf ta r  

Usulan  Penetapan  Angka  Kred i t   (DUPAK)  per i ode  

pen i l a i an  Januar i  2008,   tangga l  16  Nopember  2007  
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Penggugat  menyampaikan  DUPAK  dengan  jumlah  angka  

kred i t  67,33 ;  untuk  per iode  12  bulan  dar i  1  Nopember  

2006  s/d  31  Oktober  2007.  Jumlah  DUPAK in i  b i l a  

d i tambah  dengan  angka  kred i t  sebesar  1.044 ,96 ,   pada 

saat  pengangkatan  kembal i  sebaga i  Widya iswara  Utama 

akan  menjad i  1.112 ,26  per  1  Nopember  2007;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bahwa  jumlah  d imaksud  akan  menjad i  1.119 ,06   per  1 

Ju l i  2008  bi l a  di tambah  dengan  angka  kred i t  yang  

diusu l kan  Penggugat  se jumlah  6,8  da lam rangka  memenuhi  

per i n t ah  ked inasan  Sekre ta r i s  Badan  Pendid i kan  dan  

Pela t i han  Keuangan  Nomor  S- 381/PP.1 /2008  tangga l  7 Mei  

2008  ten tang  Pengajuan  DUPAK  Widya iswara  Per iode  

Peni l a i an  Ju l i  2008;  - - - - - -

15. Bahwa  DUPAK dih i t ung  dengan  perh i t ungan  yang  rumi t  

dan  te r i n c i  ser ta  sara t  dengan  beban  mor i l  dan  

mater i l ,  o leh  Deput i  Pembinaan  Dik la t  Apara tu r  

Lembaga  Admins t ras i  Negara ,  se laku  Ketua  Tim  Peni l a i  

Pusat  (TPP)  dipe r l a kukan  dengan  sewenang- wenang  tanpa  

hak;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bahwa menuru t  pasa l  15  ayat  (1 )  huru f  a   Pera tu ran  

Menpan  Nomor:  PER/66/M.PAN/6 /2005  ten tang  Jabatan  

Fungs iona l  Widya iswara  dan  Angka  Kred i t nya ;  yang  

berwenang  menetapkan  angka  kred i t  Widya iswara  Utama – 

dalam  hal  in i  angka  kred i t  Penggugat  adalah  Kepala  

Lembaga  Admin is t r a s i  Negara  dalam  bentuk  Penetapan  

Angka  Kred i t  (PAK) ,  bukan  da lam  bentuk  tabu las i  

perh i t ungan  sebaga imana  dimaksud  dalam beberapa  sura t  

Deput i  Pembinaan  Dik la t  Apara tu r   Lembaga  Admins t ras i  

Negara ,  se laku  Ketua  Tim  Peni l a i  Pusat  (TPP) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman  13  dar i  58  ha l aman  Putu s an   Nomor  :  81 /G/2009 / PTUN- JKT.
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17. Bahwa,  Deput i  Pembinaan  Dik la t  Apara tu r   Lembaga 

Admins t ras i  Negara ,  se laku  Ketua  Tim  Peni l a i  Pusat  

te l ah  mengi r imkan  3  ( t i ga )  sura t  kepada  Kepala  Badan  

Pendid i kan  dan  Pela t i han  Keuangan,  ten tang  Tabulas i  

Peni l a i an  Angka  Kred i t  Widyaswara   yang  di r i ngkas  

sebaga i  ber i ku t :

TABULASI  ANGKA KREDIT UNTUK PENGGUGAT
A.  Berdasarkan  sura t   nomor  45/ I / 15 / 3 . 3 / 2008  tangga l  29 Februar i  2008,  

per iode  peni l a i an  Januar i  2008
A.K.KUMULATI
F  PERIODE 
SEBELUMNYA

DUPAK OLEH 
PENGGUGAT 

DIUSULKAN 
INSTANSI

PENILAIAN 
TIM

AK 
KUMULATIF 
(5+6+8)

UNSUR 
MINIMUM 
AK  DALAM 
12 BULAN

WAKTU 
PENGUMPULAN 
DUPAK/ 
KETERANGAN

5 7 8 10 11 12
1.044 ,96 67,33 61,65 31,45 1.076 ,41 25≥ Apr i l  

2007- Maret  
2008 be lum 
te rpenuh i

B.  Berdasarkan  sura t   nomor 313/ I / 15 / 3 . 3 / 2008  tangga l  6 Agustus  2008,  
Penin jauan  ulang  per iode  peni l a i an  Januar i  2008 
1.044 ,96 67,33 52,78 4,20 1.049 ,16 Kurang  

dar i  25
Mei  2007-

Apr i l  
2008-  
belum 

te rpenuh i
C.  Berdasarkan  sura t   nomor 312/ I / 15 / 3 . 3 / 2008  tangga l  6 Agustus  2008,  

per iode  peni l a i an  Ju l i  2008
1.044 ,96 8,05 7,50 5 1.054 ,16 Kurang  

dar i  25
Mei  2007-  

Apr i l  2008 
belum 

te rpenuh i

a. Bahwa dar i  Tabel  d i  atas  DUPAK dia j ukan  

Penggugat  67,33 :  d iusu l kan /d i s e t u j u i  

ins tans i  (BPPK)  61,65 ,  d ih i t ung  oleh  

TPP per  1 Januar i  2008,   31,45  seh ingga  

ber jumlah  1.076 ,41 ;  a lasan  perh i t ungan  

TPP  t i dak  dike tahu i  dan  t i dak  

t ransparan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

b. Tangga l  6  Agustus  2008  di t i n j a u  ulang ,  

tanpa  alasan  yang  je l as ;  ins tans i  

(BPPK)  menurunkan  usu lannya  dar i  61,65  

menjad i  52,78  dan  secara  dras t i s  TPP 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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menurunkan  perh i t ungannya  dar i  31,45  

menjad i  4,20 ;  - - - - - - -

c . Tangga l  6  Agustus  2008  atas  DUPAK yang  

dia j ukan  Penggugat  8,05  d ise tu j u i  

ins tans i  BPPK 7,50  dan  dih i t ung  oleh  

TPP 5.  Sehingga   has i l  peni l a i an  angka  

kred i t  per  Ju l i  2008  vers i  TPP 

ber jumlah  1.054 ,16 ,  namun angka  kred i t  

yang  dican tum  dik tum  keputusan  yang  

diguga t  per  1  Oktober  2008 d i t u r unkan  

menjad i  1.044 ,96 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bahwa berdasarkan  rekap i t u l a s i  tabu las i  angka  kred i t  

menuru t  Deput i  Pembinaan  Dik la t  Apara tu r   Lembaga 

Admins t ras i  Negara ,  se laku  Ketua  Tim  Peni l a i  Pusat  

(TPP) ,  se la i n  be lum  merupakan  Penetapan  Angka  Kred i t  

(PAK)  o leh  Kepala  Lembaga  Admin is t r a s i  Negara ,  juga  

sara t  dengan  perh i t ungan- perh i t ungan  yang  t i dak  

mempunyai  atu ran  yang  baku  ser ta  t i dak  akura t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. Bahwa  Penggugat  te l ah  mematuh i  semua  pera tu ran -

pera tu ran  kepegawaian  yang  ber laku ,  namun perh i t ungan  

dan  penetapan  angka  kred i t  te l ah  di l akukan  oleh  

pejaba t  yang  t i dak  berwenang;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. Bahwa berdasarkan  pasa l  20  ayat  (2 )  Pera tu ran  Menpan 

Nomor:  PER/66/M.PAN/6 /  2005;  yang  menyatakan :  

“Terhadap  Keputusan  pejaba t  yang  berwenang  menetapkan  

angka  kred i t  t i dak  dapat  d ia j ukan  kebera tan  oleh  

Widya iswara  yang  bersangku tan ;  Pera tu ran  Menpan  in i  

sangat  d i rasakan  t i dak  adi l  o leh  Penggugat  dan  

Halaman  15  dar i  58  ha l aman  Putu s an   Nomor  :  81 /G/2009 / PTUN- JKT.
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ber ten tangan  dengan:  1)  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  

2004  ten tang  pembentukan  Pera tu ran  Perundangan,  pasa l  

6  ayat  (1 )   huru f   g  –  kead i l an ,   dan  huru f  h  –  

kesamaan kedudukan  dalam hukum dan;  2)  UUD 1945  pasa l  

27 ayat  (1 ) ;  - -

21. Bahwa,  Kepala  Pusd ik l a t  Perpa jakan ,  Badan  Pendid i kan  

dan  Pela t i han  Keuangan  dengan  Sura t  Nomor  S- 326/PP.4 /  

2008  tangga l  24  Ju l i  2008  ten tang  Apres ias i  Hasi l  

Evaluas i  Pengaja r ,  meni la i  dan/a tau  member ikan  

apres ias i / p enghargaan  kepada  Penggugat  dengan  pred ika t  

Amat  Baik  dise r t a i  ucapan  te r ima  atas  ker jasama  yang  

di j a l i n  se lama in i ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. Bahwa,  Kepala  Pusd ik l a t  Perpa jakan ,  Badan  Pendid i kan  

dan  Pela t i han  Keuangan  se laku  pe jaba t  peni l a i ,  untuk  

jangka  waktu :  1  Januar i  s/d  31  Desember  2007  

member ikan  pen i l a i an  atas  Pelaksanaan  Peker jaan  

Penggugat  yang  dibua t  pada  tangga l  28  Desember  2007  

dan  dike tahu i  o leh  Tergugat  te r t angga l  7  Januar i  2008  

dengan  sebutan  ni l a i  ra ta - ra ta  ba ik  untuk  semua unsur  

dan  sebutan  ni l a i  amat  ba ik  untuk  unsur - unsur  

keset i aan ,  pres tas i  ker j a  dan  ker j asama;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. Bahwa Kepala  Badan  Pendid i kan  dan  Pela t i han  Keuangan  

se laku  pe jaba t  pen i l a i ,  untuk  jangka  waktu :  1  Januar i  

s/d  31  Desember  2008  member ikan  peni l a i an  atas  

Pelaksanaan  Peker j aan  Penggugat  yang  dibua t  pada  

tangga l  31  Desember  2008  dan  dike tahu i  o leh  Tergugat  

Januar i  2009 dengan  sebutan  ni l a i  ra ta - ra ta  ba ik  untuk  

semua unsur  dan  sebutan  ni l a i  amat  ba ik  untuk  unsur -

unsur  keset i aan ,  pres tas i  ker ja  dan ker j asama;  - - - - - -

24. Bahwa,  bi l a  Kepala  Badan  Pendid i kan  dan  Pela t i han  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Keuangan  mempert imbangkan  dengan  seksama  pres tas i  

Penggugat  dan  apres ias i  yang  d ibe r i kan  oleh  pejaba t  

st ruk tu r a l  ese lon  I I  d i  bawahnya,  Kepala  Badan 

Pendid i kan  dan  Pela t i han  Keuangan  t i dak  akan  

menerb i t kan  Sura t  Nomor  SR-013/PP/2009  tangga l  15 

Februar i  2009  yang  mengusu lkan  pembebasan  sementara  

Penggugat  dar i  jaba tannya  sebaga i  Widya iswara  Utama 

pada  Badan  Pendid i kan  dan  Pela t i han  Keuangan  Kepala  

Badan  Pendid i kan  dan  Pela t i han  Keuangan  dan  Tergugat  

t i dak  akan  sampai  kepada  pengambi l an  Keputusan  yang  

menjad i  obyek  sengketa ;  - - - - - - - - - - - - - -  

Dar i  ura ian - ura ian  dan  dal i l - dal i l  yang  dikemukakan  

di  atas ,  b i l a  Terguga t  mempert imbangkan  dengan  seksama 

sebe lumnya,  pera tu ran - pera tu ran  kepegawaian ,  pres tas i  ker j a  

Penggugat  yang  te l ah  dike tahu i  Tergugat  seharusnya  Terguga t  

t i dak  sampai  pada  pengambi lan  keputusan  yang  menjad i  obyek  

sengketa ;  dan  t i dak  akan  mengusu lkan  kepada  Pres iden  untuk  

pembebasan  sementara  Tergugat  dar i  jaba tan  fungs iona l  yang  

dipangkunya .  Dengan  demik ian  t i dak  akan  te r j ad i  perbua tan  

Tergugat  yang  menghalang i ,  menyul i t k an  ser ta  merug ikan  

Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  semua dal i l - da l i l  dan/a tau  alasan- alasan  

ser ta  bukt i - bukt i  d i  atas ,  Penggugat  berpendapat  bahwa 

Keputusan  Tergugat  te l ah  memenuhi  pasa l  53 ayat  (2 )  huru f  a  

dan  b  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  bahwa  Keputusan  Tergugat  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku  dan  Tergugat  te l ah  menggunakan  wewenangnya  untuk  

tu j uan  la i n  -  menghukum,  bukan  untuk  membina  Pegawai  Neger i  

Halaman  17  dar i  58  ha l aman  Putu s an   Nomor  :  81 /G/2009 / PTUN- JKT.
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Sip i l  yang  menjad i  bawahannya.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demi  pe laksanaan  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  Yang 

Baik  (good  governance) ,  Penggugat  mohon agar  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  memer iksa  dan  memutus  sebaga i  

ber i ku t ;

Dalam Penundaan:

1. Memer in tahkan  Tergugat  untuk  menunda  pelaksanaan  

Keputusan  Menter i  Keuangan  R. I ,  Nomor  113/KMK.01/UP.11  

2009   te r t angga l  1  Apr i l  2009  ten tang  Pembebasan  

Sementara  Penggugat  dar i  jaba tan  fungs iona l  

Widya iswara  Utama,  pada  Bala i  Dik la t  Keuangan  I I  

Palembang,  Badan  Pendid i kan  dan  Pela t i han  Keuangan,  

se lama  pemer iksaan  sengketa  yang  dia j ukan  Penggugat  

ber j a l an ,  sampai   ada  Putusan  Pengadi l an  yang  

mempero leh  kekuatan  hukum  te tap ;  karena  bagi  

Penggugat ,  Keputusan  Tergugat  te rdapa t  keadaan  yang  

sangat  mendesak  ten tang  kepas t i an  hukum,  ten tang  

kewaj i ban  Penggugat  untuk  mengembal i kan  penghas i l an  

yang  berka i t an  dengan  jaba tan  fungs iona l  Widya iswara  

Utama  yang  te l ah  di te r ima ,  satu  dan  la i n  ha l  

d isebabkan  adanya  dua  tangga l  ber l akunya  pembebasan  

sementara  dimaksud  ya i t u  tangga l  1 Oktober  2008  dan  1 

Apr i l  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Pokok  Perkara :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Membata lkan  Sura t  Keputusan  Menter i  Keuangan  Nomor  

113/KMK.01/UP.11  2009   te r t angga l  1 Apr i l  2009  ten tang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
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Pembebasan  sementara  Penggugat ,  Pembina  Utama 

(Gol . IV / e )  sebaga i  Widya iswara  Utama,  pada  Badan 

Pendid i kan  dan  Pela t i han  Keuangan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  Menter i  Keuangan  Nomor  113/KMK.01 /UP.11  2009  

te r t angga l  1  Apr i l  2009  ten tang  Pembebasan  sementara  

Penggugat ,  Pembina  Utama  (Gol . IV / e )  sebaga i  

Widya iswara  Utama;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  membayar  gant i  

rug i  kepada  Penggugat  sebesar  Rp.  5.000 .000  (  l ima  

ju ta  rup iah ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  da lam  perkara  in i  menuru t  hukum;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Bahwa pada  har i  s idang  yang  te l ah  di te t apkan ,  kedua  

belah  p ihak  yang  berperka ra  te l ah  datang  menghadap  

dipe rs i dangan ,  untuk  Penggugat  datang  menghadap  Drs .  ACHYAR 

RUSLI ,  Ak.  MA.  didamping i  kuasa  hukumnya  bernama Ny.  EMIN 

AMINAH,  SH.   berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  10 

Jun i  2009,  yang  kemudian  kuasa  te rsebu t  te l ah  dicabu t  

berdasarkan  Pencabutan  Sura t  Kuasa  te r t angga l  21 Ju l i  2009,  

dan  Tergugat  datang  menghadap  Kuasa  hukumnya  bernama :  DWI 

SUSIANTO GUNTORO, SH.  ADIMAS ARYO N.  K.  P,  SH. ,  CALVINUS 

WIJAKSONO NABABAN,  SH.  dan  HANDY TRINOVA,  SH. ,  berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Khusus   Nomor  :  SKU-110/MK/2009   tangga l  11 

Jun i  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Halaman  19  dar i  58  ha l aman  Putu s an   Nomor  :  81 /G/2009 / PTUN- JKT.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  Terguga t  

te l ah  mengajukan  Jawaban  te r t u l i s  pada  pers idangan  tangga l  

22 Jun i  2009,  yang  is i nya  sebaga i  ber i ku t  :  

1. Bahwa  Terguga t  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  Penggugat ,  

kecua l i  te rhadap  hal - ha l  yang  d iaku i  secara  tegas  

kebenarannya ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa sebaga imana  d ikemukakan  oleh  Penggugat  pada  sura t  

gugatannya ,  Penggugat  kebera tan  atas  d i t e r b i t k annya  

Sura t  Keputusan  Tergugat  Nomor:  113/  KMK.01/UP.11 /2009  

tangga l  1  Apr i l  2009  ten tang  Pembebasan  Sementara  Drs .  

Achyar  Rusl i ,  Ak. ,  M.A.  (NIP  060027143)  dar i  Jabatan  

Widya iswara  d i  L ingkungan  Badan Pendid i kan  dan Pela t i han  

Keuangan  Depar temen  Keuangan  (Obyek  Sengketa  Tata  Usaha  

Negara) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  dasar  dar i  d ike lua r kannya  Obyek  Sengketa  Tata  

Usaha  Negara  te rsebu t  ada lah   Sura t  Nomor  :  

15/ I / 15 / 3 . 3 / 2009  tangga l  6  Februar i  2009  dar i  Deput i  

Bidang  Pembinaan  Dik la t  Apara tu r  Lembaga  Admin is t r a s i  

Negara  se laku  Ketua  Tim Peni l a i  Pusat  yang  menyampaikan  

bahwa  Penggugat  te lah  te rkena  pera tu ran  Pembebasan  

Sementara  (Buk t i  T- 1) ,  dan Sura t  Kepala  Badan Pendid i kan  

dan  Pela t i han  Keuangan  Nomor  SR-013/PP/2009  tangga l  13  

Februar i  2009  mengenai  usu lan  Pembebasan  Sementara  

te rhadap  Penggugat  (Buk t i  T- 2) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

A.  DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

4. Bahwa  Terguga t  menolak  dal i l  Penggugat  pada  angka  1 

halaman  9  mengenai  Permohonan  Penundaan  pelaksanaan  

Obyek  Sengketa  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa keten tuan  Pasa l  67  ayat  (4 )  huru f  a Undang- Undang  

Nomor  9 Tahun  2004  ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

(UU  PTUN)  dinya takan  bahwa  permohonan  penundaan  

pelaksanaan  keputusan  Tata  Usaha Negara  dapat  d ikabu l kan  

hanya  apab i l a  te rdapa t  keadaan  yang  sangat  mendesak  

te rnya ta  dalam perkara  a quo t i dak  te rdapa t  keadaan  yang  

mendesak  yang  dapat  d i j ad i kan  a lasan  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  untuk  mengabu lkan  

permohonan  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  Bahwa  se la i n  ha l  te rsebu t  d ia tas ,  secara  tegas  

keten tuan  Pasa l  67  ayat  (4 )  huru f  b  UU PTUN menyatakan  

permohonan  t i dak  dapat  d ikabu l kan  j i k a  te rdapa t  

kepent i ngan  umum  yang  mengharuskan  di l aksanakannya  

keputusan  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa  Penggugat  da lam  permohonan  penundaannya  sama 

seka l i  t i dak  dapat  member ikan  dal i l - da l i l  yang  

membukt i kan  adanya  kepent i ngan  umum sebaga imana  yang  

disya ra t kan  dalam  UU  PTUN  untuk  dapat  menunda 

pelaksanaan  Obyek  Sengketa  Tata  Usaha 

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  dika renakan  prosedur  penerb i t an  sura t  keputusan  

Tergugat  Nomor  :  113/KMK.01/UP.11 /2009  tangga l  1  Apr i l  

2009  ten tang  Pembebasan  Sementara  Drs .  Achyar  Rusl i ,  

Ak. ,  M.A.  (NIP  060027143)  dar i  Jabatan  Widya iswara  d i  

L ingkungan  Badan  Pendid i kan  dan  Pela t i han  Keuangan  

Depar temen  Keuangan  te l ah  tepa t  dan  benar  ser ta  

berdasarkan  hukum,  maka  t i dak  tepa t  apab i l a  permohonan  

Halaman  21  dar i  58  ha l aman  Putu s an   Nomor  :  81 /G/2009 / PTUN- JKT.
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Penggugat  untuk  menunda  pelaksanaan  sura t  keputusan  

Tergugat  te rsebu t  d ikabu l kan ,  karena  apab i l a  dis imak  

dengan  seksama,  te rnya ta  kepent i ngan  Penggugat  yang  

di j ad i kan  sebaga i  a lasan  oleh  Pengguagt  da lam permohonan  

penundaannya ,  t i dak  te rdapa t  kepent i ngan  umum,  namun 

leb ih  di tekankan  kepada  kepent i ngan  pr ibad i  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d ia tas ,  maka  dengan  

in i  Tergugat  memohon  kepada  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  

perka ra  a  quo  untuk  menyatakan  menolak  permohonan  

Penggugat  berka i t an  dengan  penundaan  pelaksanaan  Objek  

Sengketa  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

B. DALAM POKOK PERKARA :

10. Bahwa Tergugat  menolak  da l i l  Penggugat  pada  halaman  

2  angka  3  dan  4  yang  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa 

Tergugat  t i dak  mempunyai  wewenang  untuk  menerb i t kan  

Objek  Sengketa  Tata  Usaha  Negara ,  te tap i  yang  mempunyai  

wewenang  te rsebu t  ada lah  pres iden ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bahwa  Penggugat  te l ah  mencampuradukkan  anta ra  

is t i l a h  “Pemberhent i an  Sementara ”  dengan  is t i l a h  

“Pembebasan  Sementara ” .  Is t i l a h  “Pemberhen t i an  

Sementara “   yang  te rcan tum  dalam  Pasa l  18  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  19  Tahun  2003  (Buk t i  T  –  3)  ten tang  

Wewenang  Pengangkatan ,  Pemindahan,  dan  Pemberhent i an  

PNS,  dengan  “Pembebasan  Sementara ”  da lam  Pera tu ran  

Menter i  Pendayagunaan  Apara tu r  Negara  Nomor  :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
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PER/66/M.PAN/6 /2005  (Buk t i  T  –  4)  ten tang  Jabatan  

Fungs iona l  Widya iswara  dan Angka  Kred i t nya  merupakan  dua  

hal  yang  berbeda ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa  pemberhent i an  Sementara  yang  dimaksud  dalam 

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  19  Tahun  2003  mengacu  pada  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  4  Tahun  1966  (Buk t i  T –  5)  

ten tang  Pemberhent i an /Pemberhen t i an  Sementara  Pegawai  

Neger i  (PNS) ,  yang  dalam  Pasa l  2  ayat  (1 )  menyatakan  

“Untuk  kepent i ngan  perad i l an ,  seorang  Pegawai  Neger i  

yang  didakwa  te lah  melakukan  suatu  ke jaha tan /pe l anggaran  

jaba tan  dan  berhubung  dengan  i t u  oleh  p ihak  berwa j i b  

dikenakan  tahanan  sementa ra ”  da lam  masa  pemberhent i an  

sementara  in i ,  seorang  PNS  sementa ra  waktu  t i dak  

melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungs inya  sebaga i  PNS;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bahwa  Pembebasan  Sementara  yang  dimaksud  da lam 

Pera tu ran  Menter i  Pendayagunaan  Apara tu r  Negara  Nomor  :  

PER/66/M.PAN/6 /2005  ada lah  mengacu  kepada  Pera tu ran  

Kepala  LAN Nomor  1  Tahun  2006  ten tang  Petun juk  Tekn is  

Jabatan  Fungs iona l  Widya iswara  dan  Angka  Kred i t nya  

(Buk t i  T – 6)  ten tang  Petun juk  Tekn is  Jabatan  Fungs iona l  

Widya iswara  dan  Angka  Kred i t nya ,  d imana  dalam 

lampi rannya  pada Bab IV  Sub Bab (A)  angka  5 secara  je l as  

te rs i r a t  bahwa  se lama  Pembebasan  Sementara  seorang  

Widya iswara  te tap  melakukan  tugas  pokok  dan  fungs inya  

sebaga i  seorang  Widya iswara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

14. Bahwa adapun  a lasan  atau  dasar  Penggugat  d ibebaskan  

sementara  dar i  jaba tan  widya i swara  te rcan tum  secara  

Halaman  23  dar i  58  ha l aman  Putu s an   Nomor  :  81 /G/2009 / PTUN- JKT.
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tegas  pada  Pera tu ran  Kepala  LAN Nomor   1/2006  ten tang  

Petun juk  Tekn is  Jabatan  Fungs iona l  Widya iswara  dan Angka  

Kred i t nya  Bab  IV  Sub  Bab  (A)  angka  2  yang  berbuny i  

“Widya i swara  Utama Pangkat  Pembina  Utama Golongan  Ruang  

IV /e ,  d ibebaskan  sementara  dar i  jaba tannya  apab i l a  

set i ap  tahun  se jak  menduduk i  pangkat  da lam  jaba tan  

te rsebu t  t i dak  dapat  mengumpulkan  angka  kred i t  pa l i ng  

rendah  25  (dua  pu luh  l ima)  dar i  unsur  pengembangan  dan  

pelaksanaan  dik l a t ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

15.  Bahwa  berdasarkan  fak ta - fak ta  te rsebu t  d ia tas  

je l as  bahwa  Pemberhent i an  Sementara  dengan  Pembebasan  

Sementara  merupakan  dua  hal  yang  berbeda ,  dan  yang  

dimaksud  dalam dal i l - da l i l  Penggugat  da lam sura t  gugatan  

Penggugat  adalah  mengacu  pada  is t i l a h  Pemberhent i an  

Sementara  bukan  kepada  Pembebasan  Sementara  yang  menjad i  

maksud  dar i  Objek  Sengketa  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

16. Bahwa  se la i n  da l i l - da l i l  yang  te lah  Tergugat  

sampaikan  dia tas  sebe lumnya,  dapat  Terguga t  sampaikan  

bahwa  sebe lum  menerb i t kan  Obyek  Sengketa  Tata  Usaha  

Negara ,  Tergugat  te l ah  berkoord inas i  dengan  Badan 

Kepegawaian  Negara  (BKN)  mengenai  wewenang  Tergugat  

da lam menerb i t kan  penetapan  Pembebasan  Sementara  jaba tan  

fungs iona l  Widya iswara  Utama,  dan  koord inas i  te r sebu t  

Tergugat  lakukan  mela lu i  sura tnya  kepada  Di rek tu r  

Pembinaan  Kar ie r  BKN Nomor  :  S- 821/SJ /2007  tangga l  12  

September  2008  per i ha l  Mohon  Penje lasan  Wewenang 

Penetapan  Pembebasan/Pengangka tan  Kembal i  Jabatan  

Fungs iona l  Widya iswara  Jen jang  Utama (Buk t i  T – 7) ,  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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pada  in t i n ya  Tergugat  menanyakan  kepada  BKN ten tang  

kewenangan  Terguga t  da lam  mengeluarkan  Obyek  Sengketa  

Tata  Usaha Negara ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bahwa  atas  sura t  yang  dik i r imkan  o leh  Tergugat  

kepada  Di rek tu r  Pembinaan  Kar ie r  BKN te rsebu t ,  d ibe r i k an  

balasan  oleh  Di rek tu r  Pembinaan  Kar ie r  BKN mela lu i  sura t  

Nomor  :  C26- 30/V  167- 10/06  tangga l  30  Desember  2008  

per i ha l  Wewenang  Penetapan  Pembebasan/Pengangkatan  

Kembal i  Jabatan  Fungs iona l  Widya iswara  Utama (Buk t i  T –  

8) ,  yang  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa Terguga t  memang 

mempunyai  kewenangan  dalam  menerb i t kan  Obyek  Sengketa  

Tata  Usaha Negara ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bahwa Penggugat  da lam sura t  gugatannya  pada  angka  5 

halaman  4  dan  angka  6  halaman  5  yang  pada  in t i n ya  

memper tanyakan  d ik tum  dar i  Obyek  Sengketa  Tata  Usaha  

Negara  mengena i  tangga l  d imula i nya  Pembebasan  Sementara  

Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

19. Bahwa  atas  hal  te rsebu t  d ia tas  dapat  Tergugat  

je l askan ,  bahwa  tangga l  yang  dipaka i  sebaga i  tangga l  

d imula i nya  Pembebasan  Sementara  Penggugat  adalah  tangga l  

yang  te rcan tum  dalam  dic tum  per tama/ber l a ku  suru t  (ex -

tunc )  ya i t u  mula i  tangga l  1 Oktober  2008.  Sesua i  dengan  

pen je lasan  Ind roha r t o ,  S.H.  da lam  buku  Usaha  Memahami  

Undang- undang  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  Buku  

I I  pada  halaman  139  “…  Untuk  keputusan  di  b idang  

kepegawaian  seba iknyaber l aku  ex- tunc ,  …”;  - - - - - - - - - - - - - -

20. Bahwa Penggugat  da lam  sura t  gugatannya  pada  angka  

13  sampai  dengan  angka  18  ha laman  6  dan  7  yang  pada  

in t i n ya  mendal i l k an  mengenai  besarnya  Angka  Kred i t  yang  

Halaman  25  dar i  58  ha l aman  Putu s an   Nomor  :  81 /G/2009 / PTUN- JKT.
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seharusnya  didapa tkan  oleh  Penggugat  ada lah  da l i l  yang  

t i dak  tepa t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

21 Bahwa  da lam  keten tuan  Pera tu ran  Menter i  Pendayagunaan  

Apara tu r  Negara  Nomor  :  PER/66/M.PAN/6 /2005  pada  Pasa l  

15  ayat  (1 )  d isebu tkan  bahwa  pejaba t  yang  berwenang  

menetapkan  angka  kred i t  widya i swara  utama  yang  beker j a  

di  l i ngkungan  ins tans i  pusat  maupun daerah  ada lah  Kepala  

Lembaga  Admin is t r a s i  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. Bahwa  sebaga imana  keten tuan  te rsebu t  d ia tas ,  

te rbuk t i  bahwa  Terguga t  t i dak l ah  mempunyai  kewenangan  

dalam  menentukan  besarnya  Angka  Kred i t  yang  seharusnya  

didapa t  o leh  Penggugat .  Maka  sangat l ah  t i dak  tepa t  

apab i l a  Penggugat  mempersoa lkan  mengenai  besarnya  Angka  

Kred i t  yang  seharusnya  d ipe ro l eh  Penggugat  da lam  sura t  

gugatannya  kepada  Tergugat  karena  penentuan  Angka  Kred i t  

Penggugat  t i dak  di l akukan  oleh  Tergugat .  Dan  apab i l a  

Penggugat  mempersoa lkan  mengenai  Angka  Kred i t  Penggugat  

seharusnya  Penggugat  t i dak  menggugat  Tergugat ,  mela inkan  

Kepala  Lembaga  Admin is t r a s i  Negara  sebaga i  p ihak  

Tergugat ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. Bahwa da l i l  Penggugat  pada  angka  20  halaman  8 yang  

pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa  pasa l  20  ayat  (2 )  

Pera tu ran  Menter i  Pendayagunaan  Apara tu r  Negara  

Nomor  :  PER/66/M.PAN/6 /2005  sangat  d i rasa  t i dak  adi l  

o leh  Penggugat  dan  ber ten tangan  dengan  pasa l  6 ayat  (1 )  

huru f  g dan  h Undang- undang  Nomor  10  Tahun  2004  ten tang  

Pembentukan  Pera tu ran  Perundangan  ser ta  pasa l  27  ayat  

(1 )  Undang- Undang  Dasar  1945  ada lah  dal i l  yang  kurang  

tepa t ,  karena  menuru t  pasa l  47  Undang- Undang  Perad i l an  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Tata  Usaha  Negara  bahwa  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

ber tugas  dan  berwenang  untuk  memer iksa ,  memutus  dan  

menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. Bahwa berdasarkan  pasa l  31  Undang- Undang  Nomor  14  

Tahun  1985  ten tang  Mahkamah  Agung  sebaga imana  te l ah  

diubah  te rakh i r  dengan  Undang- Undang  Nomor  3 Tahun  2009  

dinya takan  yang  mempunyai  kewenangan  atas  pengu j i an  

mater i l  pera tu ran  perundang- undangan  dibawah  undang-

undang ada lah  Mahkamah Agung Republ i k  Indones ia ;  - -

25. Bahwa dar i  fak ta - fak ta  te rsebu t  d ia tas ,  maka te l ah  

te rbuk t i  bahwa t i ndakan  Terguga t  da lam menerb i t k an  Obyek  

Sengketa  Tata  Usaha  Negara  te l ah  sesua i  dengan  prosedur  

dan  keten tuan  hukum yang  ber laku  ser ta  te l ah  didasarkan  

atas  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  (A lgemene  

Begins len  Behoor l i j k e  van  Bestuur ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maka : Berdasarkan  alasan- alasan  te rsebu t  d ia tas ,  cukup  

bera lasan  apab i l a  Tergugat  mohon kepada  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  untuk  

menja tuhkan  putusan  dengan amar  yang menyatakan  :

1. Menyatakan  gugatan  Penggugat  d i t o l a k  untuk  

se lu ruhnya ;  - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  Sura t  Keputusan  Terguga t  Nomor  :  

113/KMK.01/  UP.11/2009  tangga l  1  Apr i l  2009  

ten tang  Pembebasan  Sementara  Drs .  Achyar  

Rusl i ,  Ak. ,  M.A.  (NIP  060027143)  dar i  Jabatan  

Widya iswara  di  L ingkungan  Badan  Pendid i kan  

dan  Pela t i han  Keuangan  Depar temen  Keuangan  

sah  dan sudah  berdasarkan  keten tuan  pera tu ran  

Halaman  27  dar i  58  ha l aman  Putu s an   Nomor  :  81 /G/2009 / PTUN- JKT.
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perundang- undangan  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

3. Menghukum  Penggugat  membayar  biaya  perkara  

yang  t imbu l ;  - - - - - - - -                      

Bahwa  te rhadap  Jawaban  Terguga t  te rsebu t ,  Penggugat  

te l ah  mengajukan  Repl i k  pada  pers i dangan  tangga l  6  Ju l i  

2009  dan  untuk  mempers ingka t  ura ian  putusan  in i ,  maka is i  

se lengkapnya  dar i  Repl i k  te r sebu t  cukup  di tun j uk  pada  

Ber i t a  Acara  Pers idangan  yang  bersangku tan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa atas  Repl i k  Penggugat  te rsebu t ,  p ihak  Terguga t  

te l ah  mengajukan  Dupl i k  pada  pers i dangan  tangga l  15  Ju l i  

2009  dan  untuk  mempers ingka t  ura ian  putusan  in i ,  maka is i  

se lengkapnya  dar i  Dupl i k  te r sebu t  cukup  di tun j uk  pada  

Ber i t a  Acara  Pers idangan  yang  bersangku tan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  gugatannya ,  

Penggugat  te l ah  mengajukan  Bukt i  te r t u l i s  berupa  fo tocopy  

sura t - sura t  yang  te l ah  dimate ra i kan  dengan  cukup  dan  te l ah  

dicocokan  dengan  as l i n ya ,  d iber i  tanda  P – 1 sampai  dengan  

P  –  35,  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

1. Bukt i  P – 1 : Bab I I I  pasa l  25  ayat  (3 )  Undang-

Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  43  Tahun  

1999  ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang 

Nomor  8  Tahun  1874  ten tang  Pokok- Pokok  

Kepegawaian ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  P – 2 : Bab  VI  pasa l  15  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  96  Tahun  2000  ten tang  Wewenang 

Disclaimer
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Pengangkatan ,  Pemindahan  dan  Pemberhent i an  

Pegawai  Neger i  Sip i l ,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i   P – 3 : Bab  VI  pasa l  18  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  9  Tahun  2003  ten tang  

Wewenang  Pengangkatan ,  Pemindahan  dan  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Bukt i   P – 4 : Pasa l  5 but i r  2 huru f  a,  

Keputusan  Pres iden  Republ i k  Indones ia  Nomor  

87  Tahun  1999   ten tang  Rumpun  Jabatan  

Fungs iona l  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  ( fo t ocopy  

dar i  fo tocopy ) ;  - -

5. Bukt i   P – 5 : Pasa l  6 ayat  (4 )  huru f  b dan pasa l  

7  ayat  (1 )  huru f  a,  ke  2;  huru f  b  ke  2,  

Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  

Nomor  30  Tahun  1980  (PP  30/1980)  ten tang  

Pera tu ran  Disp l i n  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  - - - - - - - -

6. Bukt i   P – 6 : Sal i nan  Keputusan  Pres iden  

Republ i k  Indones ia  Nomor  84/M/Tahun  2008,  

tangga l  8  Agustus  2008,  ten tang  pembebasan  

sementa ra  dar i  jaba tan  te rhadap  16  (enam 

belas )  orang  pejaba t  fungs iona l  jen jang  

utama,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman  29  dar i  58  ha l aman  Putu s an   Nomor  :  81 /G/2009 / PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
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7. Bukt i   P – 7 : ent r i  “bebas” ,  “bebas  tugas” ,  

ha laman  90,  Kamus  Besar  Bahasa  Indones ia ,  

Penerb i t  Bala i  Pustaka  Depar temen  Pendid i kan  

dan  Kebudayaan,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - -

8. Bukt i   P – 8 : Pasa l  21,  Pera tu ran  Menter i  

Pendayagunaan  Apara tu r  Negara  Nomor  

PER/66/M.PAN/6 /2005  ten tang  Jabatan  

Fungs iona l  Widya iswara  dan  Angka  Kred i t nya ,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -  

9. Bukt i   P – 9 : Pasa l  12  Pera tu ran  Bersama  Kepala  

Lembaga Admin is t r a s i  Negara  dan  Kepala  Badan 

Kepegawaian  Negara  Nomor  7 Tahun  2005,  Nomor  

17  Tahun  2005,  ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  

Jabatan  Fungs iona l  Widya iswara  dan  Angka  

Kred i t nya ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

10. Bukt i   P – 10 : Bab  I I I ,  pasa l  24 

Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  43 

Tahun  1999  ten tang  perubahan  atas  Undang-

Undang  Nomor  8  Tahun  1974  ten tang  Pokok-

Pokok  Kepegawaian ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

11. Bukt i   P – 11 : Pasa l  6  dan  Pasa l  9 

Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  

Nomor  30  Tahun  1980  (PP  30/1980)  ten tang  

Pera tu ran  Disp l i n  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bukt i   P – 12 : Pasa l  9  Pera tu ran  

Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor  16 Tahun  

1994  ten tang  Jabatan  fungs iona l  Pegawai  

Negr i  Sip i l ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

13. Bukt i   P – 13 : Pasa l  13,  Pera tu ran  

Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor  99 Tahun  

2000  ten tang  Kenaikan  Pangkat  Pegawai  Neger i  

Sip i l  Pres iden  Republ i k  Indones ia ,  ( fo t ocopy  

dar i  fo tocopy ) ;  -

14. Bukt i   P – 14 : Pasa l  16,  Pera tu ran  

Kepala  Lembaga  Admin is t r a s i  Negara  Nomor  2 

Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Tata  Ker ja  dan  

Tata  Cara  Tim  Peni l a i  Angka  Kred i t  Jabatan  

Fungs iona l  Widya iswara ,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bukt i   P – 15 : Pasa l  15,  Pera tu ran  

Menter i  Pendayagunaan  Apara tu r  Negara  Nomor  

PER/66/M.PAN/6 /2005  ten tang  Jabatan  

Fungs iona l  Widya iswara  dan  Angka  Kred i t nya ,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bukt i   P – 16 : Daf ta r  Usul  dan 

Peni l a i an  Daf ta r  Usul  Penetapan  Angka  

Kred i t ,  Masa  Peni l a i an  1  Nopember  2006  s/d  

31 Oktober  2007,  an.  ACHYAR RUSLI ,  ( fo t ocopy  

dar i  fo tocopy ) ;  - - - - - - - -

Halaman  31  dar i  58  ha l aman  Putu s an   Nomor  :  81 /G/2009 / PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
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17. Bukt i   P – 17 : Daf ta r  Usul  dan 

Peni l a i an  Daf ta r  Usul  Penetapan  Angka  

Kred i t ,  Masa  Peni l a i an  1  Nopember  2006  s/d  

31  Maret  2008,  an.  ACHYAR RUSLI ,  ( fo t ocopy  

dar i  fo tocopy ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 18. Bukt i   P – 18 : Sura t  Deput i  Bidang  

Pembinaan  Dik la t  Apara tu r  LAN se laku  Ketua  

Tim  Peni l a i  Pusat  Nomor  45/ I / 15 / 3 . 3 / 2008  

tangga l  29  Februar i  2008,  per iha l  Tabulas i  

Peni l a i an  Angka  Kred i t  Widya iswara ,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. Bukt i   P – 19 : Sura t  Deput i  Bidang  

Pembinaan  Dik la t  Apara tu r  LAN se laku  Ketua  

Tim  Peni l a i  Pusat  Nomor  312/ I / 15 /3 . 3 / 2008  

tangga l  6 Agustus  2008,  per iha l  Hasi l  Sidang  

Tim  Peni l a i  Pusat  Jabatan  Fungs iona l  

Widya iswara ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  - -

20. Bukt i   P – 20 : Sura t  Deput i  Bidang  

Pembinaan  Dik la t  Apara tu r  LAN se laku  Ketua  

Tim  Peni l a i  Pusat  Nomor  313/ I / 15 /3 . 3 / 2008  

tangga l  6  Agustus  2008,  per iha l  Penin jauan  

Ulang  Hasi l  Sidang  Tim Peni l a i  Pusat  Jabatan  

Fungs iona l  Widya iswara  Per iode  Januar i  2008,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. Bukt i   P – 21 : Pasa l  20  ayat  (2 )  

Pera tu ran  Menter i  Pendayagunaan  Apara tu r  

Negara  Nomor  PER/66/M.PAN/6 /2005  ten tang  

Jabatan  Fungs iona l  Widya iswara  dan  Angka  

Kred i t nya ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

 22. Bukt i   P – 22 : DP3 Per iode  peni l a i a n  1 

Januar i  s/d  31  Desember  2007  tangga l  28 

Desember  2007,  te r t angga l  7  Januar i  2008  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. Bukt i   P – 23 : DP3 Per iode  peni l a i a n  1 

Januar i  s/d  31  Desember  2008  tangga l  28 

Desember  2007,  te r t angga l  Januar i  2009,  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. Bukt i   P – 24 : Sura t  Kepala  Pusat  

Pendid i kan  dan  Pela t i han  Pwerpa jakan  BPPK 

Nomor  :  S- 326/PP.4 /2008  tangga l  24 Ju l i  2008  

per iha l  Appres ias i  Evaluas i  Pengaja r  an.  

Drs .  Achyar  Rusl i ,  Ak. ,  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. Bukt i   P – 25 : Pencabutan  Sura t  Kuasa  

te r t angga l  21  Ju l i  2009  ten tang  Pencabutan  

pember ian  kuasa  Penggugat  kepada  Ny.  Emin  

Aminah  Achadia t ,  SH. ,  (as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. Bukt i   P – 26 : Sal i nan  Keputusan  

Menter i  Keuangan  Nomor  113/KMK.01/UP.11 /2009  

ten tang  Pembebasan  Sementara  Drs .  Achyar  

Rusl i  Ak. ,  M.A.  (NIP .  060027143)  dar i  

Jabatan  Fungs iona l  Widya iswara  di  L ingkungan  

Badan  Pendid i kan  dan  Pela t i han  Keuangan  

Depar temen  Keuangan,  ( fo t ocopy  sesua i  

Halaman  33  dar i  58  ha l aman  Putu s an   Nomor  :  81 /G/2009 / PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
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sa l i nan  resmi ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

27. Bukt i   P – 27 : Sura t  Sekre ta r i s  Badan 

Pendid i kan  dan  Pela t i han  Keuangan  Nomor  :  

SP-102/PP.1 /2009  tangga l  30  Apr i l  2009  

ten tang  penyampaian  Sal i nan  Keputusan  

Menter i  Keuangan  113/KMK.01/UP.11 /2009  

tangga l  1  Apr i l  2009,  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

28. Bukt i   P – 28 : Pasa l  14  ayat  (4 )  dan 

pen je lasannya  dar i  Pemer in tah  Republ i k  

Indones ia  Nomor  30  Tahun  1980  (PP  30/1980)  

ten tang  Pera tu ran  Disp l i n  Pegawai  Neger i  

Sip i l ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

29. Bukt i   P – 29 : Undang- Undang  Republ i k  

Indones ia  Nomor  10  Tahun  2004  ten tang  

Pembentukan  Pera tu ran  Perundangan,  

diundangkan  d i  Jakar ta  pada  tangga l  22  Jun i  

2004,  (UU/10 /2004)  tahun  2004  Lembaran  

Negara  Republ i k  Indones ia  Tahun  2004  Nomor  

53,  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i n ya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. Bukt i   P – 30 : Pet i kan  Keputusan  

Pres iden  Republ i k  Indones ia  Nomor  4/PENS 

TAHUN 2009,  per iha l  :  Memberhent i kan  dengan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
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Hormat  PNS,  dengan  hak  pens iun ,  Drs .  Achja r  

M.A.  NIP.060027143,  Ins tans i  Depar temen  

Keuangan,  Pembina  Utama,  Golongan  Ruang IV /e  

berhen t i  te rh i t ung  mula i  tangga l  31- 10- 2009;  

Pens iun  te rh i t ung  mula i  tangga l            1-

11- 2009,  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  sa l i nan  

resmi ) ;  - - - - - - - - - -

31. Bukt i  P – 31 : PP4/1966,  Pemberhen t i an  

Sementara  Pegawai  Neger i  o leh  Pres iden  

Republ i k  Indones ia  tangga l  9  Februar i  1966,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

32. Bukt i  P – 32  : Undang- Undang  Nomor  8  Tahun 

1947  ten tang  Pokok- pokok  Kepegawaian ,  pasa l  

39  huru f  a  menyatakan  Pada  saat  ber lakunya  

Undang- Undang  in i ,  Undang- Undang  Nomor  18 

Tahun  1961  d inya takan  t i dak  ber laku ,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

33. Bukt i  P – 33  : Sal i nan  Ins t r u ks i  Menter i  

Keuangan  Nomor  01/MK.01 /2009  tangga l  9 

Januar i  2009  ten tang  Pedoman  Tekn is  

Penegakkan  PNS  di  L ingkungan  Depar temen  

Keuangan,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

34. Bukt i  P – 34  : Sl ip  ga j i  Penggugat  sebe lum 

dan  sesudah  pelaksanaan  Keputusan  yang  

menjad i  ob jek  sengketa ,   ( fo t ocopy  sesua i  

Halaman  35  dar i  58  ha l aman  Putu s an   Nomor  :  81 /G/2009 / PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

35. Bukt i  P – 35  : Tanda  te r ima  pembayaran  

Tunjangan  Khusus  Pembinaan  Keuangan  Negara  

(TKPKN)  sebe lum  dan  sesudah  pe laksanaan  

Keputusan  yang  menjad i  ob jek  sengketa ,  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

36. Bukt i  P – 36  : Sura t  Kepala  Kanto r  Pelayanan  

Perbendaharaan  Negara  Palembang  Nomor  :  S-

1213/PB.07 /KP.0121 /2009 ,  ha l  Keleb ihan  Bayar  

Tunjangan  Jabatan  Fungs iona l ,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

37. Bukt i  P – 37  : Sura t  Kepala  Bala i  Pendid i kan  

dan  Pela t i han  Keuangan  Palembang  –  BPPK ,  

Depar temen  Keuangan  RI  Nomor  :  S-

327/BPP.02 /2009 ,  ha l   Keleb ihan  Bayar  

Tunjangan  Jabatan  Fungs iona l ,  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  as l i nya ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

38. Bukt i  P – 38  : Undang- Undang  Republ i k  

Indones ia  Nomor  43  Tahun  1999  ten tang  

Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  

1974  ten tang  Pokok- Pokok  Kepegawaian  pasa l  

30,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

39. Bukt i  P – 39  : Undang- Undang  Dasar  1945 

Hasi l  Amandemen pasa l  27 ayat  (1 ) ,  ( fo t ocopy  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40. Bukt i  P – 40  : Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  

Indones ia  Nomor  10  Tahun  1979  ten tang  

Peni l a i an  Pelaksanaan  Peker j aan  Pegawai  

Neger i  Sip i l ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

41. Bukt i  P – 41 : Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  

Indones ia  Nomor  9  Tahun  2003  ten tang  

Wewenang  Pengangkatan  Pemindahan,  dan  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

42. Bukt i  P – 42  : Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  

Indones ia  Nomor  99  Tahun  2000  ten tang  

Kenaikan  Pangkat  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  Pasal  

37  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

43. Bukt i  P – 43  : Pet i kan  Menter i  Keuangan  

Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

228/KMK.01/UP.11 /2008  ten tang  Pemindahan  

Para  Widy iswara  d i  L ingkungan  Badan 

Pendid i kan  dan  Pela t i han  Keuangan  Depar temen  

Keuangan,  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  Pet i kan  

as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -  

44. Bukt i  P – 44  : Sura t  Penggugat  tangga l  4 

September  2008  kepada  Bi ro  Sumber  Daya 

Manus ia  Sekre ta r i a t  Jendera l  Depar temen  

Halaman  37  dar i  58  ha l aman  Putu s an   Nomor  :  81 /G/2009 / PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
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Keuangan  RI  (Kepa la  Bi ro  SDM),  per iha l  

Pemindahan  tugas  ke  Palembang,   ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  as l i nya ) ;   - - - - - - - - - - - -

45. Bukt i  P – 45  : Sura t  Kepala  Bala i  Pendid i kan  

dan  Pela t i han  I I  Palembang  Nomor  PRN-

37a/BPP.02 /2008  tangga l  6  Nopember  2008  

ten tang  Sura t  Pernya taan  melaksanakan  Tugas,  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

46. Bukt i  P – 46  : Undang- Undang  Nomor  28  Tahun 

1999  ten tang  Penye lenggaraan  Negara  yasng  

Bers ih  dan  Bebas  dar i  Korups i ,  Kolus i  dan  

Nepot i sme,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  - - - - -

Bahwa  untuk  mempertahankan  da l i l - da l i l  Jawabannya,  

Tergugat  te lah  mengajukan  Bukt i  te r t u l i s  berupa  fo tocopy  

sura t - sura t  yang  te l ah  dimate ra i kan  dengan  cukup  dan  te l ah  

dicocokan  dengan  as l i n ya ,  d iber i  tanda  T – 1 sampai  dengan  

T  –   9,  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

1. Bukt i  T – 1 : Sura t  Deput i  Bidang  Pembinaan  

Dik la t  Apara tu r  Lembaga  Admin is t r a s i  Negara  

se laku  Ketua  Tim  Peni l a i  Pusat  Nomor:  

15/ I / 15 / 3 . 3 / 2009  tangga l  6  Februar i  2009  

per iha l  Nota  Pember i t ahuan  Pembebasan  

Sementara ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T – 2 : Sura t  Kepala  Badan  Pendid i kan  dan 

Pela t i han  Keuangan  (BPPK)  Nomor  SR-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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013/PP/2009  tangga l  13  Februar i  2009  per iha l  

Usulan  Pembebasan  Sementara  dalam  Jabatan  

Widya iswara  a.n .  Drs  Achyar  Rusl i ,  Ak. ,  

M.A. ,  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

3. Bukt i   T – 3 : Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  9 Tahun 

2003  ten tang  Wewenang  Pengangkatan ,  

Pemindahan  dan  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  

Sip i l ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Bukt i   T – 4 : Pera tu ran  Menter i  

Pendayagunaan  Apara tu r  Negara  Nomor  

PER/66/M.PAN/6 /2005  ten tang  Jabatan  

Fungs iona l  Widya iswara  dan  Angka  Kred i t nya ,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

5. Bukt i   T – 5 : Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  4 Tahun 

1966  ten tang  Pemberhent i an /Pemberhen t i an  

Sementara  Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS) ,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i   T – 6 : Pera tu ran  Kepala  Lembaga 

Admin is t r a s i  Negara  Nomor  1  Tahun  2006,  

ten tang  Petun juk  Tekn is  Jabatan  Fungs iona l  

Widya iswara  dan  Angka  Kred i t nya ,  ( fo t ocopy  

dar i  fo tocopy ) ;  

7. Bukt i   T – 7 : Sura t  No.  S- 821/SJ /2007  tangga l  12 

September  2008  per iha l  Mohon  Penje lasan  

Wewenang  Penetapan  Pembebasan/  Pengangkatan  

Kembal i  Jabatan  Fungs iona l  Widya iswara  

Jen jang  Utama,  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

Halaman  39  dar i  58  ha l aman  Putu s an   Nomor  :  81 /G/2009 / PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
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as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i   T – 8 : Sura t  No.C26- 30/V  167- 10/06  

tangga l  30  Desember  2008  per iha l  Wewenang 

Pemindahan  Wi layah  Tugas,  Penetapan  

Pembebasan/Pengangkatan  Kembal i  Jabatan  

Fungs iona l  Widya iswara  Utama,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

9. Bukt i   T – 9 : Sal i nan  Keputusan  Menter i  Keuangan  

Nomor  113/KMK.01/UP.11 /2009  ten tang  

Pembebasan  Sementara  Drs .  Achyar  Rusl i  Ak. ,  

M.A.  (NIP .  060027143)  dar i  Jabatan  

Fungs iona l  Widya iswara  di  L ingkungan  Badan 

Pendid i kan  dan  Pela t i han  Keuangan  Depar temen  

Keuangan,  ( fo t ocopy  sesua i  sa l i nan  resmi ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Bahwa  pada  pers i dangan  tangga l  29  Ju l i  2009,  

Penggugat  te l ah  mengajukan  1  (sa tu )  orang  saks i ,  ya i t u  H.  

ERWIN  MANDAILING,  SE. ,  yang  dalam  pers idangan  te l ah  

member ikan  kete rangan  dibawah  sumpah  menuru t  atu ran  

agamanya,  yang  pada  pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SAKSI  :   H.  ERWIN MANDAILING,  SE.

- Bahwa saks i  ada lah  fungs iona l  Widya iswara  Utama di  Bala i  

Pendid i kan  dan  Pela t i han  Keuangan  Medan  dan  menjaba t  

sebaga i  Ketua  Ika tan  Widya iswara  Depar temen  Keuangan  

R. I . ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Bahwa Pera tu ran  Menpan  Nomor  :  PER/66/M.PAN/6 /2005  t i dak  

sesua i  dan  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  yang  leb ih  

t i ngg i  ya i t u  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004   ten tang  

Pembentukan  Pera tu ran  Perundang- undangan  dan  kead i l an ,  

kesamaan kedudukan  dalam hukum;  - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  ada lah  sa lah  satu  Tim Rakornas  dalam meref i s i  

Pera tu ran  Menpan Nomor  :  PER/66/M.PAN/6 /2005 ,  saks i  te lah  

berupaya  secara  konfe rens i t i f  se jak  tahun  2007  te l ah  

membahas  pada  saat  Rakornas ,  dan  sampai  saat  in i  masih  

dika j i ,  te rakh i r  Tahun  2009  in i  d imana  had i r  perwak i l an  

dar i  MENPAN,  LAN  dan  BKN;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- Bahwa  da lam  Rakornas  te rsebu t  secara  resmi  be lum  ada  

perubahan  te rhadap  Pera tu ran  Menpan  Nomor  :  

PER/66/M.PAN/6 /2005 ,  tap i  sudah  ada  langkah- langkah  dalam 

meref i s i  Permenpan  te rsebu t  dan  mendapat  respon  dar i  

Menpan  dan  akan  dis i apkan ; ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- Bahwa  hanya  Depar temen  Keuangan  sa ja  yang  

mengaktua l i s a s i k an  Pera tu ran  Menpan  te rsebu t ,  Depar temen  

la i n  banyak  yang  mengaba ikan  karena  je l as - je l as  dapat  

d iPera tunkan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Pemberhent i an  Sementara  untuk  Widya iswara  Madya 

di te t apkan  oleh  Menter i  Keuangan  sedangkan  untuk  

Widya iswara  Utama  di te t apkan  oleh  Pres iden ,  ha l  in i  

d idasarkan  pada  Keputusan  Pres iden  RI  Nomor  :  84/M Tahun  

2008;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman  41  dar i  58  ha l aman  Putu s an   Nomor  :  81 /G/2009 / PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pejaba t  yang  berwenang  menetapkan  pembebasan  

sementara  dar i  dan  da lam  jaba tan  Widya iswara  go longan  

IV /d  sampai  dengan  IV /e  ada lah  Pres iden ,  sedangkan  untuk  

golongan  I I I / a  sampai  dengan  IV /e  ada lah  Menter i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Pemberhent i an  Sementara  karena  ada  laporan  angka  

kred i t   yang  di tabu las i  set i ap  6  bulan  oleh  Tim Peni l a i  

dar i  Depar temen  Keuangan,  d i t u j u kan  ke  LAN,  apab i l a  t i dak  

memenuhi  angka  kred i t  akan  di l akukan  teguran  dan  

Depar temen  Keuangan  akan  mengeluarkan  sura t  pembebasan  

sementara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  ser i ng  te r j ad i  kesa lahan  dalam  pengh i t ungan  

tabu las i ,  namun  Widya iswara   t i dak  boleh  menyatakan  

kebera tan  karena  ada  sura t  dar i  LAN yang  menje laskan  

semua  sura t  dar i  LAN  t i dak  boleh  d ip ro tes ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  pada  akh i rnya  Penggugat  dan  Tergugat  te lah  

mengajukan  kes impu lannya  pada  pers i dangan  tangga l  12  

Agustus  2009;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  da lam  pers idangan  

se lama  pemer iksaan  perkara  in i  ber langsung  sebaga imana  

te l ah  te rcan tum pada ber i t a  acara  pemer iksaan  pers i apan  dan  

ber i t a  acara  pers i dangan ,  dianggap  te l ah  te rmuat  dan  

merupakan  satu  kesatuan  da lam  putusan  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  se lan ju t nya  para  pihak  yang  berperka ra  mohon 

putusan ;   
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                       TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tu j uan  gugatan  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  yang  te l ah  d iu ra i kan  dalam  duduknya  

sengketa  te rsebu t ;  - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  obyeksengke ta  dan  

dimohonkan  untuk  d inya takan  bata l  atau  t i dak  syah  oleh  

Penggugat  adalah  Sura t  Keputusan  Menter i  Keuangan  Republ i k  

Indones ia  (Terguga t )  Nomor  :  113/KMK.01 /UP.11  2009,  

te r t angga l  1  Apr i l  2009  ten tang  Pembebasan  sementara  Drs .  

Achyar  Rusl i ,  Ak.MA.  dar i  jaba tan  Widya iswara  di l i n g kungan  

Badan Pendid i kan  dan Pela t i han  Keuangan  Depar temen  Keuangan  

(V ide  bukt i  P – 26 = T – 9) ;  - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

p ihak  Terguga t  da lam  jawaban  te r t u l i s n ya  tangga l  22  Jun i  

2009  t i dak  mengajukan  ekseps i  mela inkan  langsung  menjawab  

ten tang  pokok  perkara ,  o leh  karena  i t u  Maje l i s  Hakim 

te r l eb i h  dahu lu  akan  memper t imbangkan  beberapa  hal  yang  

berka i t an  dengan  persyara tan  fo rma l  untuk  mengajukan  

gugatan  di  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ya i t u  yang  berka i t an  

dengan  Keputusan  yang  menjad i  obyek  sengketa  ( objec tum  

l i t i s ) ,   tenggang  waktu  mengajukan  gugatan  dan  kepent i ngan  

Penggugat  untuk  mengajukan  gugatan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  menel i t i  secara  seksama 

bukt i                      P – 26  = T – 9 berupa  obyek  

sengketa  in  l i t i s ,  maka  Maje l i s  Hakim  berpendapat  secara  

Komula t i f  ob jec tum  l i t i s  te l ah  memenuhi  unsur  penetapan  

te r t u l i s ,  d i t e r b i t k an  oleh  Terguga t  se laku  Pejaba t  Tata  

Usaha Negara  yang  melaksanakan  urusan  Pemer in tahan  dib idang  

Kepegawaian ,  berdasarkan  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

ber i s i  t i ndakan  hukum Tata  Usaha  Negara  berupa  pembebasan  
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sementara  Penggugat  dar i  jaba tan  Widya iswara  Utama,  

bers i f a t  konkr i t  ya i t u  pembebasan  sementa ra  dar i  jaba tan  

neger i ,  bers i f a t  ind i v i dua l  karena  di  tu j ukan  kepada  

Penggugat  se laku  orang  perorangan ,  bers i f a t  f i na l  karena  

untuk  ber lakunya  keputusan  in  l i t i s  t i dak  memer lukan  

perse tu j uan  ins tans i  atasan  maupun ins tans i  la i n ,  dan te lah  

menimbulkan  ak iba t  hukum te rhadap  Penggugat  karena  dengan  

adanya  objec tum  l i t i s  Penggugat  t i dak  dapat  mener ima  hak-

hak  sebaga i  Widya iswara  se jak  tangga l  1  Oktober  2008  

sebaga imana  dican tumkan  dalam  objec tum  l i t i s  dan  t i dak  

dapat  lag i  melaksanakan  tugas- tugas  dalam  jaba tan  

Widya iswara  Utama,  oleh  karena  i t u  ob jec tum  l i t i s  te l ah  

memenuhi  keten tuan  pasa l  1  angka  3  Undang- Undang-  Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  objec tum  l i t i s  d i t e r b i t k an  oleh  

Tergugat  pada  tangga l  1  Apr i l  2009  sedangkan  gugatan  

Penggugat  dida f t a r kan  d i  Kepani te r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta  pada tangga l  13 Mei  2009,  maka Maje l i s  Hakim  

berpendapat  gugatan  Penggugat  masih  memenuhi  tenggang  waktu  

90  har i  untuk  mengajukan  gugatan ,  sebaga imana  dimaksud  

pasa l  55 Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara ;  - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sa lah  satu  is i  ob jec tum  l i t i s  adalah  

membebaskan  sementa ra  Penggugat  dar i  jaba tan  fungs iona l  

Widya iswara  Utama pada  Bala i  Dik la t  Keuangan  I I  Palembang,  

Badan  Pendid i kan  dan  Pela t i han  Keuangan,  te rh i t u ng  se jak  

tangga l  1  Oktober  2008,  seh ingga  se jak  tangga l  1  Oktober  

2008  te rsebu t  Penggugat  t i dak  dapat  lag i  menja lankan  

fungs inya  sebaga i  Widya iswara  Utama dan  t i dak  berhak  lag i  

mendapatkan  tun jangan  jaba tan  te rsebu t ,  o leh  karena  i t u  

Maje l i s  Hakim  berpendapat  Penggugat  mempunyai  kepent i ngan  
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untuk  mempersoa lkan  keputusan  te rsebu t  te rmasuk  menempuh 

ja l u r  hukum dengan  mengajukan  gugatan  ke  Pengadi l an  Tata  

Usaha Negara  sebaga imana  dimaksud  pasa l  53 ayat  (1 )  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  kese lu ruhan  per t imbangan  

te rsebu t  maka  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  gugatan  Penggugat  

secara  fo rma l  dapat  d i te r ima  untuk  dipe r i k sa  dan  dipu tus  

oleh  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara ,  dan  se lan ju t nya  Maje l i s  

Hakim akan  mempert imbangkan  ten tang  pokok  perkaranya ;  

Menimbang,  bahwa alasan  Penggugat  da lam sengke ta  in i  

pada  pokoknya  adalah  bahwa  te rguga t  da lam  menerb i t kan  

keputusan  obyek  sengketa  in  l i t i s  adalah  t i dak  dalam 

kewenangannya  karena  Tergugat  t i dak  berwenang  untuk  

memberhent i kan  dan  atau  membebaskan  Pegawai  Neger i  Sip i l  

pemangku  jaba tan  fungs iona l  jen jang  utama/widya i swara  dar i  

dan  dalam  jaba tannya ,  Tergugat  sebaga i  pe jaba t  Pembina  

Kepegawaian  Pusat  hanya  berwenang  untuk  menetapkan  

pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  Pusat  da lam 

l i ngkungannya  dar i  dan  dalam  jaba tan  st ruc tu r a l  ese lon  I I  

kebawah  atau  jaba tan  fungs iona l  yang  jen jangnya  set i ngka t  

dengan  i t u ,  t i dak  mempert imbangkan  dengan  seksama pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  t i dak  melaksanakan  asas  

per l akuan  yang  sama dihadapan  hukum,  seh ingga  apabi l a  semua 

dipe r t imbangkan  maka  Tergugat  t i dak  akan  sampai  pada  

pengambi l an  keputusan  yang  menjad i  obyek  sengketa ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat  te r sebu t  te l ah  

diban tah  oleh  Tergugat  dengan  alasan  yang  pada  pokoknya  
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menyatakan  bahwa  Tergugat  mempunyai  wewenang  menerb i t kan  

keputusan  obyek  sengketa  sesua i  dengan  Sura t  Di rek tu r  

Pembinaan  Kar ie r  BKN mela lu i  Sura t  Nomor  :  C 26- 30/V /167-

10/06 ,  tangga l  30 Desember  2008,  per iha l  wewenang penetapan  

pembebasan/  pengangka tan  kembal i  jaba tan  fungs iona l  

Widya iswara  Utama,  dan Tergugat  da lam menerb i t kan  keputusan  

obyek  sengketa  te l ah  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  ser ta  te l ah  memperhat i kan  Asas- Asas  

Umum  Pemer in tahan  yang  Baik  (AAUPB);  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  dal i l  gugatannya  

Penggugat   te l ah  mengajukan  sura t - sura t  bukt i  yang  d ibe r i  

tanda  bukt i  P – 1 sampai  dengan  P -   46 ser ta  menghad i r kan  

seorang  saks i  d ipe rs i dangan ,  sedangkan  Tergugat  untuk  

mendukung  dal i l  gugatannya  te l ah  pu la  mengajukan  sura t -

sura t  bukt i  yang  diber i  tanda  bukt i  T – 1 sampai  dengan  T –  

9,  sebaga imana  te l ah  diu ra i kan  dalam  duduknya  sengke ta  

te rsebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dal i l  dan  bukt i - bukt i  

yang  dia j ukan  para  pihak  d ipe rs i dangan  te rsebu t ,  

se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  melakukan  u j i  keabsahan  

hukum ( rech tsmat i ghe id  toe ts i ng )  te rhadap  keputusan  objek  

sengketa  in  l i t i s ,  dengan  menggunakan  to lak  ukur  keten tuan  

pasa l  53 ayat  (2 )  huru f  a dan b Undang- Undang Nomor  9 Tahun  

2004  ten tang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor   5  Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  ya i t u  apakah  

objec tum  l i t i s  d i te rb i t k an  sesua i  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  ( wetmat ig )  dan  AAUPB 

( Algemene  Beginse len  Van  Behoor l i j k  Bestuur )  atau  t i dak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  menuru t  pen je l asan  resmi  pasa l  53  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  

Nomor  9  Tahun  2004,  pengu j i an  lega l i t a s  suatu  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  dapat  mel ipu t i  dar i  seg i  kewenangan  

( bevoeghe id  –  gebreken ) ,  prosedur  ( Vorm- gebreken )  maupun 

seg i  mater i i l /  subs tans ia l  ( inhouds- gebreken ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  seg i  kewenangan  menuru t  teo r i  

i lmu  admin is t r a s i ,  ada  beberapa  cara  badan  atau  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  mempero leh  kewenangan  ya i t u  :  1.  

At r i bus i ,  ya i t u  wewenang  yang  dipero l eh  Badan/Pe jaba t  Tata  

Usaha  Negara  berdasarkan  suatu  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  baik  yang  dibua t  o leh  or ig i na l  

leg i s l a t o r  maupun  o leh  delega ted  leg i s l a t o r ,  2.  Delegas i  

ya i t u  wewenang  yang  dipe ro l eh  Badan/Pe jaba t  Tata  Usaha  

Negara  berdasarkan  pel impahan  suatu  wewenang yang  te lah  ada  

oleh  Badan/Pe jaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  te lah  mempero leh  

wewenang  pemer in tahan  secara  at r i bu t i f ,  dan  3.  Mandat ,  

ya i t u  yang  dipe ro l eh  berdasarkan  penugasan  sa ja  da lam 

hubungan  in te r n ,  seh ingga  d i l akukan  atas  nama  pember i  

mandat  (V ide  buku  Ind rohar t o ,  SH.  Usaha  memahami  Undang-

Undang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  buku  I ,  ed is i  baru ,  

Pustaka  Sinar  Harapan,  Jakar ta ,  2002,  ha laman  90- 92)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  ket i dak  wenangan  Badan/  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  dapat  mel ipu t i  ket i dak  wenangan  

ten tang  mater i  ( onbevoeghe id  ra t i one  mater i a l ) ,  ket i dak  

wenangan  ten tang  wi layah / t empat  ( onbevoeghe id  ra t i one  loc i )  

dan  ket i dak  wenangan  ten tang  waktu  ( onbevoeghe id  ra t i one  

tempor i ) ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  

1999  ten tang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1974  

ten tang  Pokok- Pokok  Kepegawaian ,  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  

96 Tahun 2000  ten tang  Wewenang pengangka tan ,  pemindahan  dan  

pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  9  Tahun  2003,  Kepres  Nomor  87  Tahun  1999  ten tang  

rumpun Jabatan  Fungs iona l ,  (V ide  bukt i  P – 1,  P – 2,  P – 3,  

P –  4)  be lum  dia tu r  secara  tegas  ten tang  Pembebasan  dar i  

Jabatan  Fungs iona l  Widya  iswara ,  karena  yang  d ia tu r  ada lah  

wewenang  pengangkatan ,   pemindahan  dan  pemberhent i an  

Pegawai  Neger i  Sip i l  maupun  dalam dan  dar i  jaba tan  neger i  

te rmasuk  jaba tan  fungs iona l  Widya iswara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa aturan  mengenai  pembebasan  sementara  

dar i  jaba tan  fungs iona l  Widya iswara  baru  dia tu r  da lam 

Pera tu ran  Bersama Kepala  LAN dan  Kepala  BKN Nomor  7  Tahun  

2005  dan  Nomor  17  Tahun  2005  ten tang  Petun juk  Pelaksana  

Jabatan  Fungs iona l  Widya iswara  dan  Angka  Kred i t nya  (V ide  P 

–  9) ,  khususnya  Pasal  12  yang  menyebutkan  pengangkatan ,  

pembebasan  sementara  dan  pemberhent i an  dalam  dan  dar i  

jaba tan  Widya iswara  di te t apkan  oleh  pejaba t  yang  berwenang  

sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan  

Pera tu ran  Menter i  Pendayagunaan  Apara tu r  Negara  Nomor  :  

Per /66 /M.PAN/6 /2005 ,   khususnya  pasa l  26 (V ide  bukt i   T – 4 

=  P –  8) ,  yang  juga  t i dak  mengatu r  secara  tegas  ten tang  

pejaba t  yang  berwenang  menetapkan  pembebasan  sementara  dar i  

jaba tan  fungs iona l   Widya iswara  Utama;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  da lam atu ran  – atu ran  te rsebu t  (V ide  
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bukt i  P –  9  dan  P –  8  = T –  4)  hanya  menyebutkan  pe jaba t  

yang  berwenang  menetapkan  pembebasan  sementa ra  dar i  dan  

dalam   jaba tan  Widya iswara  ada lah  pejaba t  yang  berwenang  

sesua i  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  sementa ra  

pera tu ran   perundang  – undangan  yang  ber laku  (V ide   P – 1,  

P –  2,    P –  3,  dan  P –  4)  be lum  mengatu r  secara  tegas  

ten tang  pembebasan  sementara  dar i  dan  dalam  jaba tan  

Widya iswara ,  akan  te tap i  da lam  atu ran  –  aturan  te rsebu t  

atu ran  mengenai  pembebasan  sementa ra   d isand ingkan  /  

d ise ja j a r k an  dengan  atu ran  mengena i  pengangkatan  dan  

pemberhent i an  da lam  dan  dar i  jaba tan  Widya iswara  (  Vide  

pasa l  12 pera tu ran   bersama Kepala  LAN dan Kepala  BKN Nomor  

7  Tahun  2005  dan  Nomor  17  Tahun  2005  ser ta  pasa l  26  

Pera tu ran  Menter i  Pendayagunaan  Apara tu r  Negara  Nomor  :  

Per /66 /M.PAN/b /2005) ,  o leh  karena  i t u   Maje l i s  Hakim 

berpendapat  pe jaba t  yang  berwenang  menetapkan  pembebasan  

sementara  dar i  dan  da lam  jaba tan  Widya iswara  Utama ada lah  

sama dengan  pejaba t  yang  berwenang  menetapkan  pemberhent i an  

sementara  dar i  dan  dalam  jaba tan  Widya iswara  Utama;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa oleh  karena  dalam pasa l  18 Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  9  Tahun  2003  ten tang  Wewenang 

Pengangkatan ,  Pemindahan  dan  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  

Sip i l  (V ide  bukt i  T  –  3)  d isebu tkan  bahwa  Pres iden  

menetapkan  pemberhen t i an  sementara  dar i  jaba tan  neger i  bag i  

Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  menduduk i  jaba tan  st ruk tu r a l  

ese lon  I ,  jaba tan   fungs iona l  jen jang  utama  atau  jaba tan  

la i n  yang  pengangkatan  dan  pemberhent i annya  menjad i  

wewenang  Pres iden ,  sedangkan  Penggugat  ada lah  Pegawai  

Neger i  Sip i l  yang  mempunyai  Jabatan  Fungs iona l  Jen jang  

Utama,  Pangkat  /  Golongan  IV /e ,  maka  wewenang  penerb i t an  

keputusan  obyek  sengketa  ada lah  kewenangan  Pres iden ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa hal  te rsebu t  bersesua ian  pula  dengan  

bukt i  P  –  6  berupa  Sal i nan  Keputusan  Pres iden  Republ i k  

Indones ia  Nomor.  84/M  Tahun  2008,  ten tang  Pembebasan  

sementara   dar i  Widya iswara  Utama pada Badan Pendid i kan  dan  

Pela t i han  Keuangan  Depar temen  Keuangan  atas  nama  Drs .  

Pard ia t ,  Ak. ,  dkk  ser ta  kete rangan  saks i  H.  Erwin  

Mandai l i n g ,  SE.   (Ketua  Ika tan  Widya iswara  Depar temen  

Keuangan)  yang  menerangkan  pada pokoknya  bahwa pejaba t  yang  

berwenang  menetapkan  pembebasan  sementara  dar i  dan  dalam 

jaba tan  Widya iswara  golongan  IV /d  sampai  dengan  IV /e  ada lah  

Pres iden ,  sedangkan  untuk  golongan  I I I / a  sampai  dengan  IV /e  

ada lah  Menter i ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  berdasarkan  per t imbangan  – 

per t imbangan  te rsebu t  maka  Maje l i s  Hakim  berpendapat  

Tergugat  t i dak  mempunyai  wewenang  secara  mater i  

( onbevoeghe id  ra t i one  mater i a l e )  untuk  menerb i t kan  

keputusan  obyek  sengketa ,  karena  kewenangan  Terguga t  adalah  

untuk  menetapkan  pemberhen t i an  sementara  dar i  jaba tan  

neger i  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  menduduk i  jaba tan  

st ruk tu r a l  ese lon  I I   kebawah   di l i n g kungannya  atau  

jaba tan fungs iona l  yang  jen jangnya  set i ngka t  dengan  i t u  

(V ide  pasa l  19  ayat  (1 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  9 Tahun  

2003,  dan  oleh  karena  atu ran  ten tang  pembebasan  sementa ra  

jaba tan  fungs iona l  Widya iswara  belum mengatu r  secara  tegas  

ten tang  kewenangan  untuk  penetapannya ,  maka dapat  d isamakan  

dengan  keten tuan  pasa l  19  ayat  (1 )  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  9 Tahun 2003 te rsebu t  karena  dalam keten tuan  te rsebu t  

atu ran  pembebasan  sementara  dise ja j a r k an  dengan  atu ran  

pengangkatan ,  pemindahan  dan  pemberhent i an ,  kecua l i  ada  
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atu ran  yang  secara  tegas  mengatu r  ten tang  kewenangan  

te rsebu t  atau  ada  pende legas ian  wewenang  dar i  Pejaba t  yang  

te l ah  dibe r i  wewenang  secara  at r i bu t i f ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai  da l i l  Tergugat  yang  

menyatakan  bahwa  Tergugat  mempunya i  wewenang  untuk  

menerb i t kan  keputusan  obyek  sengketa  sesua i  Sura t  Di rek tu r  

Pembina  Kar ie r  BKN Nomor  :  e- 26/30 /V /167- 10/06 ,  tangga l  30  

Desember  2008,  per iha l  wewenang  penetapan  pembebasan/  

pengangkatan  kembal i  jaba tan  fungs iona l  Widya iswara  Utama,  

menuru t  maje l i s  Hakim sura t  te rsebu t  t i dak  dapat  d i j ad i kan  

sumber  atau  dasar  untuk  menerb i t kan  keputusan  obyek  

sengketa  karena  menuru t  teo r i  i lmu  admin i s t r a s i  sumber  

kewenangan  te rsebu t  dapat  berupa  at r i bus i  ya i t u  yang  

di ten tukan  oleh  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

Delegas i  ya i t u  berdasarkan  pel impahan  wewenang  dan  mandat  

ya i t u  mela lu i  penugasan  yang  d i l akukan  atasnama  pember i  

mandat ,  sedangkan  sura t  te rsebu t  bukan lah  pera tu ran  

perundang- undangan  sebaga imana  dimaksud  Keten tuan  Undang-

Undang  Nomor  10  Tahun  2004  ten tang  Pembentukan  Pera tu ran  

Perundang- Undangan;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai  bukt i  T  –  6  berupa  

Pera tu ran  Kepala  LAN Nomor  1  Tahun  2006  ten tang  Petun juk  

Tekn is  Jabatan  Fungs iona l  Widya iswara  dan  Angka  kred i t n ya ,  

khususnya  Bab IV  huru f  A angka  4,  yang  menyebutkan  “Pe jaba t  

Pembina  Kepegawaian  yang  bersangku tan  mengambi l  t i ndakan  

sebaga i  ber i ku t  ….. ” ,  menuru t  Maje l i s  Hakim,  oleh  karena  

atu ran  te rsebu t  merupakan  petun juk  tekn i s  maka  mater i  

muatan  te rsebu t  ada lah  yang  berka i t an  dengan  petun juk  
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tekn i s  penerapan  pera tu ran  perundang- undangan  bukan  mater i  

muatan  yang  berka i t an  dengan  kewenangan  Badan/pe jaba t  Tata  

Usaha  Negara ,  apa lag i  keten tuan  te rsebu t  t i dak  di j ad i kan  

dasar  o leh  Terguga t  da lam  menerb i t kan  keputusan  obyek  

sengketa  in  Li t i s ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Menimbang,  bahwa oleh  karena  berdasarkan  per t imbangan  

te rsebu t  penerb i t an  objec tum  l i t i s  te rbuk t i  mengandung  

cacat  yur id i s  dar i  seg i  kewenangan  maka Maje l i s  Hakim t i dak  

per l u  lag i  meni la i  penerb i t an  keputusan  obyek  sengketa  dar i  

seg i  prosedur  maupun  mater i i l / s u b s t ans i a l ,  dan  se lan ju t nya  

Maje l i s  Hakim akan  meni la i  apakah  penerb i t an  ob jec tum  l i t i s  

melanggar  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  atau  t i dak  

seper t i  yang  dida l i l k an  oleh  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukt i  P  - 6  berupa  

sa l i nan  Keputusan  Pres iden  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

84/M/Tahun  2008,  tangga l  8 Agustus  2008,  ten tang  Pembebasan  

Sementara  16  orang  pejaba t  fungs iona l  utama,  yang  juga  

dipe r l i h a t k an  oleh  saks i  H.  Erwin  Mandai l i n g ,  SE.  

dipe rs i dangan ,  maka  je l as  Terguga t  te l ah  mengetahu i  bahwa 

wewenang pembebasan  sementara  dar i  jaba tan  fungs iona l  utama 

ada lah  wewenang  Pres iden ,  o leh  karena  i t u  dengan  

di te rb i t k annya  keputusan  obyek  sengketa  ya i t u  berupa  

pembebasan  sementara  Penggugat  dar i  jaba tan  Widya iswara  

Utama  oleh  Tergugat ,  maka  menuru t  Maje l i s  Hakim  Tergugat  

te l ah  melanggar  asas  persamaan  per lakuan  dar i  Asas  -  Asas  

Umum  Pemer in tahan  yang  Baik ,  karena  asas  persamaan  

per l akuan  menghendak i  set i ap  Badan/  Pejaba t  te rhadap  kasus-

kasus  yang  sama diper l a kukan  sama pula  sedang  kasus  yang  
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t i dak  sama diper l a kukan  t i dak  sama sesua i  dengan  t i ngka t  

ket i daksamaannya  (V ide  pendapat  Ind rohar t o ,  SH.  da lam buku  

Himpunan  Makalah  Azaz- Azaz  Umum Pemer in tahan  yang  Baik ,  

d isusun  Dr.  Paulus  Ef fend ie  Lotu lung ,  SH.  PT.  Ci t ra  Adi t ya  

Bakt i ,  Bandung,  1994,  Hal  162)  sedangkan  Tergugat  te rbuk t i  

te l ah  member ikan  per lakuan  yang  t i dak  sama  dalam 

menerb i t kan  obyek  sengke ta  dengan  penerb i t an  16  orang  

pejaba t  fungs iona l  utama,  padaha l  kedua  sura t  te rsebu t  

menetapkan  masalah  yang  sama  satu  sama  la i n ,  ya i t u  

pembebasan  sementara  dar i  jaba tan  Widya iswara  Utama;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se la i n  i t u  dengan  di te t apkannya  

objec tum  l i t i s  ber laku  se jak  tangga l  1  Oktober  2008,  

sedangkan  objec tum  l i t i s  d i te rb i t k an  pada  tangga l  1  Apr i l  

2009,  seh ingga  berdasarkan  bukt i  P  –  36  dan  P  –  37  

Penggugat  diwa j i b kan  mengembal i kan  ke leb ihan  bayar  

tun jangan  Widya iswara ,  maka  Tergugat  te lah  menerb i t kan  

Keputusan  yang  ber laku  mundur  yang  mengak iba tkan  Penggugat  

menanggung  res i ko  untuk  mengembal i kan  penghas i l an  dar i  

jaba tan  Widya iswara  yang  te l ah  ia  te r ima  dan nikmat i  ke  Kas  

Negara ,  padaha l  kete r l ambatan  pengambi lan  keputusan  

te rsebu t  bukan  karena  kesa lahan  Penggugat ,  o leh  karena  i t u  

Maje l i s  Hakim  berpendapat  t i ndakan  Terguga t  te rsebu t  te lah  

melanggar  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik ,  ya i t u  asas  

bahwa kesa lahan  t i ndakan  atau  res i ko  o leh  t i ndakan  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  dalam  menerb i t kan  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  yang  mengak iba tkan  kerug ian  pencar i  kead i l an  atau  

masyaraka t  t i dak  boleh  dibebankan  atau  menjad i  res i ko  yang  

bersangku tan  (V ide  Buku  Pedoman  Tehn is  Admin is t r a s i  dan  

Tehnis  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  Buku  I I ,  Edis i  2007,  

Halaman  53  dar i  58  ha l aman  Putu s an   Nomor  :  81 /G/2009 / PTUN- JKT.
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Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  ha l .63 ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  per t imbangan  

te rsebu t  d ia tas  maka sete lah  d i l akukan  pengu j i an  keabsahan  

hukum ( rech t smat i ghe i d  toe ts i ng )  menuru t  keten tuan  pasa l  53  

ayat  2 Undang- Undang  Nomor  9 Tahun  2009  ten tang   Perubahan  

atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara ,  te rbuk t i  keputusan  obyek  sengketa  in  

l i t i s  mengandung  cacat  hukum,  karena  di te r b i t k an  bukan  atas  

kewenangan  Terguga t  dan  melanggar  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  yang  Baik ,  dengan  demik ian  perbua tan  Tergugat  

da lam  menerb i t kan  keputusan  obyek  sengke ta  in  l i t i s  te l ah  

memenuhi  kr i t e r i a  pasa l  53  ayat  2  huru f  a  dan  b  Undang-

Undang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  dan  oleh  karenanya  

te rhadap  objec tum  l i t i s  menuru t  hukum  harus  dinya takan  

t i dak  syah;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Menimbang,  bahwa oleh  karena  te rbuk t i  ob jec tum  l i t i s  

cacat  hukum,  maka  te rhadap  gugatan  Penggugat  dapat  

d ikabu l kan ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  tun tu tan  Penggugat  agar  

memer in tahkan  Tergugat  membayar  gant i  rug i  kepada  Penggugat  

sebesar  Rp.  5.000 .000 , -  ( l ima  ju t a  rup iah ) ,  berdasarkan  

bukt i  P - 34,  Penggugat  hanya  mengajukan  s l i p  ga j i  bu lan  Mei  

2009,  bu lan  Jun i  2009 dan bulan  Ju l i  2009,  d imana  Penggugat  

mula i  t i dak  mener ima  lag i  tun jangan  fungs iona l  Widya iswara  

Utama se jak  bulan  Jun i  2009  sebesar  1.400 .000 , -  bu lan  Ju l i  

sebesar   Rp.  1.400 .000  dan  gaj i  bu lan  ke  13  sebesar  Rp.  

1.400 .000 , -  seh ingga  ber jumlah  sebesar  Rp.  4.  200.000 , -  ,  
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dan  berdasarkan  bukt i  P  –  35  Jumlah  Sel i s i h  Tunjangan  

Khusus  Pembina  Keuangan  Negara  sebesar  Rp.  16.700 .000 , -  -  

Rp.  3.800 .000 , -  =  Rp.  12.900 .000 , -   maka  secara  mater i i l  

kerug ian  Penggugat  leb ih  dar i  Rp.  5.000 .000 , - ,  o leh  karena  

i t u  menuru t  Maje l i s  Hakim  tun tu tan  te rsebu t  dapat  

d ikabu l kan ,  sesua i  dengan  keten tuan  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  :  43  Tahun  1991  ten tang  Gant i  rug i  dan  Tata  cara  

pelaksanaannya  pada  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  permohonan  Penggugat  untuk  

menunda  pe laksanaan  leb ih  lan ju t  keputusan  yang  

menjad iobyek  sengke ta ,  o leh  karena  berdasarkan  bukt i  P – 

34,  P –  35  keputusan  in  l i t i s  te l ah  di l aksanakan  dengan  

memotong  tun jangan  Penggugat  sebaga i  Widya iswara  Utama 

bahkan  berdasarkan  bukt i  P – 30 te l ah  d i t e rb i t k an  keputusan  

ten tang  pemberhen t i an  Penggugat  sebaga i  Pegawai  Neger i  

Sip i l  dengan  hak  pens iun ,  maka  menuru t  Maje l i s  Hakim 

keadaan  mendesak  sebaga imana  d ia tu r  da lam pasa l  67 ayat  (4 )  

huru f  a Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  t i dak  te rpenuh i  lag i ,  dan  oleh  

karenanya  menuru t  hukum permohonan  te rsebu t  harus  di to l a k ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  

dikabu l kan  maka  sesua i  keten tuan  pasa l  110  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

maka menuru t  hukum te rhadap  Tergugat  harus  dihukum membayar  

biaya  perkara  yang  besarnya  akan  d ican tumkan  dalam  amar  

putusan ;  

Halaman  55  dar i  58  ha l aman  Putu s an   Nomor  :  81 /G/2009 / PTUN- JKT.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dengan  memperhat i kan  sega la  sesuatu  

yang  te r j ad i  da lam pemer iksaan  pers i dangan  tanpa  te rgan tung  

pada  fak ta  dan  hal - ha l  yang  d ia j ukan  para  pihak ,  maka 

sesua i  keten tuan  pasa l  107 Undang- Undang Nomor  5 tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  usaha  Negara  Hakim bebas  menentukan  

apa  yang  harus  dibuk t i k an ,  beban  pembukt i an  beser ta  

pen i l a i an  pembukt i an .  Atas  dasar  i t u  te rhadap  ala t - ala t  

bukt i  yang  dia j ukan  para  pihak  menjad i  bahan  per t imbangan,  

akan  te tap i  untuk  mengadi l i  dan  memutus  sengketanya  hanya  

dipaka i  a la t - a la t  bukt i  yang  re levan  dan te rhadap  a la t - ala t  

bukt i  se leb ihnya  te tap  di l amp i r kan  dan  menjad i  satu  

kesatuan  dengan  berkas  perkaranya ;  - - - - - - - - - - - -

Menginga t  keten tuan  yang  dia tu r  da lam  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor  9 Tahun  

2004,  ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  

berka i t an ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I   :

- Mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menyatakan  t i dak  syah  Sura t  Keputusan  Menter i  Keuangan  

Republ i k  Indones ia  Nomor  :  113/KMK.01/UP.11  2009,  

te r t angga l  1  Apr i l  2009  ten tang  Pembebasan  sementara  

Penggugat ,  Pembina  Utama  (Gol . IV / e )  sebaga i  Widya iswara  

Utama,  pada  Badan  Pendid i kan  dan  Pela t i han  Keuangan;  

- - - - - -
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- Memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  Menter i  Keuangan  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

113/KMK.01/UP.11  2009,  te r t angga l  1  Apr i l  2009  ten tang  

Pembebasan  sementa ra  Penggugat ,  Pembina  Utama (Gol . IV / e )  

sebaga i  Widya iswara  Utama,  pada  Badan  Pendid i kan  dan  

Pela t i han  Keuangan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- Memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  membayar  gant i  rug i  

kepada  Penggugat  sebesar  Rp.  5.000 .000 , -  (L ima  ju ta  

rup iah ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menghukum  Tergugat  membayar  b iaya  perkara  sebesar  Rp.  

124.000 , -  (Sera tus  dua  pu luh  empat  r i bu  rup iah ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Demik ian ,  d ipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  

har i  SENIN tangga l  31  AGUSTUS 2009  o leh  kami  WENCESLAUS, 

SH.  sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s  bersama  dengan  BERTHA 

SITOHANG, SH. ,   dan  UJANG ABDULLAH, SH. ,  Msi .  masing- masing  

sebaga i  Hakim  Anggota ,  putusan  mana  diucapkan  pada  har i  

RABU tangga l  2  SEPTEMBER 2009  da lam  pers idangan  yang  

te rbuka  untuk  umum oleh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t ,  dengan  

diban tu  oleh  INDUN NAWANG WULANDARI,  SH.   Sebaga i  Pani te ra  

Penggant i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  dengan  

dihad i r i  o leh  Kuasa  Hukum Penggugat  tanpa  dihad i r i  Kuasa  

Hukum Tergugat .

  
KETUA MAJELIS,

  

t td

  
WENCESLAUS,  SH.              

Halaman  57  dar i  58  ha l aman  Putu s an   Nomor  :  81 /G/2009 / PTUN- JKT.
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HAKIM ANGGOTA,

       t td

BERTHA SITOHANG, SH.

      t td

UJANG ABDULLAH, SH. ,  Msi .

.  

PANITERA PENGGANTI,

  

t td

                                                 Indun  

Nawang Wulandar i ,  SH.

Per inc i an  Biaya  Perkara  :

Pendaf ta ran : Rp.     30.000 , -
Panggi l an : Rp.     80.000 , -
Matera i : Rp.       6.000 , -
Redaks i : Rp.       5.000 , -
Leges : Rp.       3.000 , -
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